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ABSTRAK 
Zainab Al- Qubra, Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota 

Parepare. (dibimbing oleh Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Aris, S.Ag., M.HI.) 

Kota Parepare sebagai Kota Bandar Madani adalah kota yang banyak di 
kunjungi, baik sekedar singgah menikmati keindahan alamnya ataupun menetap. 
Keadaan Kota yang seperti ini membuka kesempatan untuk menjalankan usaha salah 
satunya dengan cara membuka warung makan. Kota Parepare memiliki masyarakat 
mayoritas beragama Islam, pemilik warung makan dalam produksinya belum tentu 
mengikuti prosedur yang benar dan standarisasi kehalalan. Hal ini erat kaitannya 
dengan Sertifikasi Halal. Sertifikasi Halal di keluarkan oleh Lembaga Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) dalam fatwanya yang bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian 
Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI). 
Dengan adanya Sertifikasi Halal memberikan kepastian status kehalalan makanan 
yang dikomsumsi, memberi nilai tambah bagi usaha, serta memberikan keamanan 
dan kenyamanan bagi konsumen. Banyaknya manfaat Sertifikasi Halal dibutuhkan 
oleh semua kalangan tetapi bagaimana penerapan Sertifikasi Halal di Kota Parepare 
dan bagaimana persepsi dari pemilik warung mengenai Sertifikasi Halal. 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data field reserch. Penelitian dilakukan dengan wawancara dan 

observasi terhadap pemilik warung makan yang ada di Kota Parepare dengan 

ketentuan adalah warung makan yang memiliki tempat yang tetap dan ramai 

dikujungi serta tata letak yang bagus.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk saat ini tidak ada warung makan 
yang menerapkan Sertifikasi halal pada warung makannya hal ini disebabkan karena 
pengetahuan yang kurang, kesibukan dari pemilik warung tersebut, terlebih lagi 
Sertifikasi Halal dalam penerapannya masih secara sukarela tidak menjadi suatu 
kewajiban. Persepsi dari masing- masing pemilik warung tentang kebutuhan 
Sertifikasi Halal berbeda-beda, tetapi dari semuanya pemilik warung siap melakukan 
Sertifikasi Halal jika memang sebuah kewajiban.  

  
Key Word: Sertifikasi Halal, Pemilik Warung Makan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kehalalan makanan yang dikomsumsi oleh konsumen menjadi kebutuhan 

wajib bagi umat muslim. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas 

beragama muslim. Islam merupakan agama yang mengatur berbagai sendi kehidupan 

pemeluknya, tidak hanya dari aspek ibadah (hubungan antara hamba dengan Tuhan), 

tetapi juga dari aspek  muamalah (hubungan dengan sesama manusia). Agama Islam 

yang tertuang dalam kitab al-Qur’an beserta hadis dari Rasulullah saw., mewajibkan 

umatnya memakan makanan dan minuman yang jelas status  kehalalannya. 

Sebaliknya Islam melarang memakan makanan dan minuman yang haram. Jika 

sesuatu benar-benar berbahaya maka hukumnya haram, namun jika sesuatu benar-

benar bermanfaat bagi manusia maka hukumnya halal. Kesucian, dan baik buruknya 

segala sesuatu dalam Islam terlebih makanan senantiasa dikaitkan tentang halal dan 

haramnya. Perintah mengkomsumsi makanan halal ini jelas tercantum dalam berbagai 

Firman Allah swt,. Q.S. al-Baqarah/2:168 

                                 

  

Terjemahnya : 
 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

1

                                                             
1
Departemen Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan (Jakarta: Magfirah Pustaka, 

2006),h.25 
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Berlandaskan pada kehidupan sehari-hari manusia memiliki kebutuhan yang 

harus terpenuhi, maka mereka harus bekerja. Sehingga banyak hal yang bisa 

dilakukan oleh manusia termasuk membuka peluang untuk dirinya serta orang lain 

dengan menjalankan usaha salah satunya adalah membuka warung makan, cemilan, 

ataupun usaha makanan lainnya membuat semakin beragamnya makanan yang 

dikomsumsi oleh masyarakat. Sangat disayangkan manakala masyarakat hanya 

sebagai konsumtif belaka tidak peduli apakah makanan yang mereka konsumsi 

merupakan makanan yang halal atau makanan yang haram terlebih hanya 

mengandalkan informasi yang disediakan atau diberikan pelaku usaha padahal 

informasi tersebut belum tentu kebenarannya. Begitu juga dengan pemilik warung 

tersebut yang cenderung acuh atau tidak peduli terhadap makanan yang mereka 

produksi. Pemilik warung beranggapan bahwa mereka memproduksi makanan sudah 

dengan komposisi atau bahan-bahan yang aman. Padahal perlu mereka ketahui yang 

aman belum tentu halal, apalagi dari sisi keamanan pangan yang meliputi kebersihan 

tempat produksi makanan. Hal ini mengakibatkan konsumen terutama konsumen  

muslim tidak mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam mengkomsumsi 

makanan dan minuman, terlebih lagi jika konsumen mengetahui proses produksinya. 

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan sertifikat halal bagi produsen 

tentu memiliki pengaturan yang ketat. Sertifikasi halal pada makanan adalah suatu 

kegiatan pengujian secara sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang yang 

diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan halal.
2
 Banyak hal yang perlu 

dilakukan produsen untuk mendapatkan sertifikat halal secara aturan harus melalui 

                                                             
2
Nur Hidayah, “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi 

Kasus Pedagang Makanan Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)” (Skripsi 

Sarjana; Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah: Palangkaraya, 2010), h. 1.  
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prosedur dan tahapan tertentu. Sertifikasi halal sangatlah penting dilakukan untuk 

menentramkan hati umat muslim dalam memilih makanan karena pada era globalisasi 

sekarang dengan tegnologi yang berkembang dengan pesat, produk makanan pun 

semakin banyak olahannya sehingga menjadi sulit membedakan makanan halal dan 

haram. Kota Parepare sebagai Kota Bandar Madani yang dengan mudah dapat 

dikunjungi dan juga tata letak strategis, dengan julukan tersebut pelaku usaha warung 

makan turut ikut dalam mengambil kesempatan. Kota Parepare terdapat banyak 

warung makan yang menjajakan beragam makanan cepat saji dari berbagai jenis 

makanan, mulai dari makanan padang, makanan ciri khas jawa, bakso, pangsit 

ataupun cafe-cafe yang memiliki banyak menu. Sertifikasi halal adalah cara 

mengetahui standarisasi kehalalan makanan yang diolah oleh produsen, apakah sudah 

sesuai dengan syariat, terlebih Kota Parepare adalah kota yang mayoritas 

penduduknya beragama muslim. Keadaan yang seperti ini membuat kebutuhan 

sertifikasi halal menjadi hal penting, tetapi bagaimana sebenarnya penerapan 

sertifikasi halal di Kota Parepare beserta dengan tanggapan dari pemilik warung itu 

sendiri.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil 

judul : “Persepesi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana Penerapan Sertifikasi Halal Warung Makan di Kota Parepare? 

1.2.2 Bagaimana Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota 

Parepare? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Pada dasarnya segala sesuatu hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana 

tujuan tersebut dicapai setelah melakukan suatu kegiatan, demikian pula halnya 

dengan kegiatan penelitian ini yang juga mempunyai tujuan yang ingn dicapai. 

Adapun  penelitian ini bertujuan untuk : 

1.3.1 Mengetahui penerapan sertifikasi halal warung makan di Kota Parepare. 

1.3.2 Mengetahui persepsi pemilik warung terhadap sertifikasi halal warung makan 

di Kota Parepare. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan 

pemikiran masyarakat luas dalam mewujudkan sertifikasi halal sesuai dengan 

nilai-nilai ajaran Islam. 

1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pihak-pihak terkait 

dalam perbaikan, pembinaan, pengembangan produk sertifikasi halal pada 

pengusaha yang membuka usaha dibidang makanan terkhusus warung makan. 

1.4.3 Menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan khususnya bagi peneliti 

tentang persepsi pemilik warung mengenai sertifikasi halal warung makan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya  

Nur Hidayah, mahasiswa jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah Universitas 

Muhammadiyah Palangkaraya, dalam penelitannya yang berjudul “Persepsi Pedagang 

Makanan tentang Sertifikasi Halal pada Makanan (Studi Kasus Pedagang Makanan 

Jalan Pilau RT.02 RW.03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)”. Penelitian ini 

meenggambarkan dalam lingkungan Jalan Pilau di Palangka Raya para pedagang 

makanan yang menjajakan makanan mulai dari makanan cepat saji, kue kering, kue 

basah hingga makanan pokok sehari-hari, masih belum mempehatikan objek 

pendukung ang sangat penting dalam menjajakan makanan yang dijual yaitu 

sertifikasi halal. Penelitiannya ini bersifat deskripsi kualitatif yang menggambarkan 

peristiwa yang terjadi pada objek penelitian. 

Kesamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah menggunakan jenis 

penelitian yang sama yaitu deskripsi kualitatif serta landasan teori dan permasalahan 

yang sama. Berangkat dari permasalahan yang sama yaitu pedagang makanan dalam 

hal ini pemilik warung makan belum memiliki sertifikasi halal dalam olahan 

makanannya. Adapun perbedaan penelitian yang peneliti angkat ialah tempat serta 

fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dimana fokus penelitian Nur 

Hidayah bukan hanya pada pemilik warung namun pedagang makanan yang beredar 

disekitar jalan Pilau Palangka Raya, sedangkan penulis dalam penelitiannya hanya 

terbatas pada pemilik warung makanan cepat saji. 
3

                                                             
3
Nur Hidayah, “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi 

Kasus Pedagang Makanan  Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)”, h. 1.  
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Meika Wahyuni, mahasiswa fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan 

Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam penelitiannya 

yang berjudul “Persepsi Konsumen terhadap Sertifikasi Halal (Studi Kasus Pada 

Konsumen Muslim PT. Rocket Chicken Indonesia Cabang Boja Kendal)”. Penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskripsi yang mampu 

menggambarkan peristiwa yang terjadi selama penelitiannya. Digambarkan pada 

studi kasus yang diangkat pada sebuah restoran yang pernah ia tempati bekerja yang 

hanya sebagian konsumen muslim yang mempertanyakan tentang jaminan halal pada 

sertifikasi halal, akan tetapi ada juga yang sebagian namun lebih banyak dari 

konsumen muslim tidak mempermasalahkan sertifikat halal tersebut padahal 

konsumen muslim harus jeli dan selektif dalam memilih makanan yang akan 

dikomsumsinya apakah sudah benar-benar halal. 

Kesamaan yang peneliti dan penulis lakukan adalah sama-sama menggunakan 

jenis penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif dan membahas pentingnya 

sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga terkait, apakah memang dianggap 

penting atau tidak oleh konsumen muslim, lalu apakah tanggapan mereka mengenai 

sertifikasi halal, serta adanya indikasi yang sama-sama dialami oleh penulis dan 

peneliti bahwa konsumen muslim tidak mempertanyakan mengenai status kehalalan 

tempat makan yang ia tempati makan bahkan tidak mengetahui apakah tempat makan 

tersebut halal atau tidak. Perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak pada 

fokus penelitian dimana penelitian ini membahas mengenai tanggapan masyarakat 

Kota Parepare yang mayoritas muslim terhadap sertifikasi halal mengingat objek 

yang diangkat penulis merupakan sebuah kota yang biasa dikunjungi oleh berbagai 
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macam masyarakat baik sekedar singgah ataupun menetap terlebih lagi banyaknya 

warung makan yang telah dibuka untuk memenuhi kebutuhan makan masyarakat.
4
 

Danang Waskito, mahasiswa fakultas Ekonomi jurusan Manajemen di 

Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul skripsi ”Pengaruh Sertifikasi Halal, 

Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal 

(Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)”. Penelitian ini mencoba untuk 

mengekplorasi kemungkinan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat 

beli produk halal, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh pembelian 

produk bersertifikat halal, serta melihat pengetahuan asli pada hubungan antara 

konsep kesadaran halal pada komposisi produk yang diperjualbelikan disekitar 

wilayah objek penelitian. Hasil penelitiannya dapat dilihat bahwa komponen yang 

diteliti memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen muslim. 

 Kesamaan yang peneliti dan penulis lakukan adalah salah satu fokus pada 

penelitian ini membahas mengenai sertifikasi halal yang memiliki tujuan memberikan 

kepastian status kehalalan suatu produk atau makanan, dengan begitu konsumen tidak 

perlu takut ataupun khawatir terhadap apa yang dikomsumsi sehingga dapat 

menentramkan batin konsumen. Perbedaan dari penelitian yang penulis teliti terletak 

pada metode penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode penelitian 

kualitatif dengan menggambarkan apa yang terjadi dilapangan sedangkan peneliti 

                                                             
4
Meika Wahyuni,”Persepsi Kosumen Muslim Terhadap Sertifikat Halal (Studi Kasus pada 

PT. Rocket Chickend Indonesia Cabang Boja Kendal)” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Islam: 

Semarang, 2015), h. 1.  
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menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer ialah survei sebagai 

pengumpulan data responden yang memiliki informasi tertentu.
5
 

 Mohammad Ababilil Mujaddidyn, mahasiswa fakultas Syariah dan Ilmu 

Hukum jurusan Hukum Keluarga Intitut Agama Islam Negeri Tulungagung yang 

berjudul ”Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam Perspektif Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”. Penelitian ini 

mencoba menggali masalah pada produk impor yang kebanyakan tidak memiliki 

sertifikasi halal sedangkan disisi lain Indonesia merupakan negara yang mayoritas 

penduduknya beragama muslim. Peneliti menganggap bahwa ini merupakan 

problematika negative yang harus segera diatasi, karena ketidakadilan yang terjadi 

dimasyarakat, serta tanggapan dari lembaga yang memiliki kewenangan 

mengeluarkan  sertifikasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan 

Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  tentang permasalahan ini. 

Kesamaan dari penelitian ini terletak pada keinginan untuk mendapatkan hasil 

mengenai tanggapan yang mampu memberikan pengaruh positive pada masyarakat 

sehingga tujuan dari sertifikasi halal ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. 

Perbedaan yang menonjol diantara penulis dan peneliti ialah fokus penelitian dimana 

peneliti meneliti produk impor yang beredar dimasyarakat yang kebanyakan tidak 

memiliki status halal, sedangkan penulis mencoba meneliti warung makan yang 

                                                             
5
Danang Waskito, ”Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Bahan Makanan 

Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Pada Mahasiswa Muslim di Yogyakarta)” (Skripsi 

Sarjana; Jurusan Manajemen: Yogyakarta, 2015),  h. 6. 
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beredar di Kota Parepare serta persepsi pemilik warung mengenai perlu tidaknya 

sertifikasi warung makan di Kota Parepare.
6
 

2.2 Tinjauan Teoritis  

2.2.1   Teori Persepsi  

Kata persepsi berasal dari bahasa inggris yaitu perception.
7
 Persepsi adalah 

pemahaman, penafsiran, tanggapan inderawi, atau proses untuk mengingat atau 

mengidentifikasi sesuatu.
8
  

Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia “persepsi” adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari sesuatu juga proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui pancainderanya.
9
 Persepsi dalam arti sempit, penglihatan, yakni bagaimana 

seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas, pandangan atau pengertian, 

yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.
10

  

Persepsi ada karena terjadinya komunikasi terhadap suatu stimulus yang 

dilakukan kepada seseorang untuk menghasilkan sebuah informasi, kemudian 

informasi ini diterima setiap individu berbeda-beda. Penerimaan informasi yang 

diberikan setiap orang ada yang menerima ataupun acuh terhadap informasi yang 

                                                             
6
Mohammad Ababilil Mujaddidyn, ”Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor dalam 

Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)”, 

(Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Keluarga: Tulungagung, 2015), h. 8. 

7
Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia (Jakarta: PT. Gramedia, 2007), 

h. 424. 

8
Tim Pustaka Phoenix,  Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, 

2008), h. 663.  

9
Nurhasna dan Didik Tumianto, Kamus Besar Bergambar Bahasa Indonesia (Jakarta: PT. 

Bina Sarana Pustaka, 2007), h. 549. 

10
Alex Sobur, Ensiklopedia Komunikasi (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2014),  h. 

636. 
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diterimanya. Hal ini disebabkan karena persepsi seseorang dalam menerima sebuah 

informasi berbeda-beda.  

Persepsi juga timbul karena diawali dengan adanya obyek peristiwa atau 

situasi yang hadir, kemudian situasi yang hadir tersebut di registrasi atau diterima 

oleh panca indera baik itu penglihatan,  pendengaran, penyentuhan, perasaan, dan 

penciuman yang diinterpretasikan sesuai dengan cara pendalaman, motivasi dan 

kepribadian seseorang yang kemudian akan menimbulkan umpan balik yang dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang. 

Persepsi pada dasarnya adalah proses yang terjadi terhadap individu 

mengenali suatu objek beserta fakta objektif melalui panca indera yang dimilikinya. 

Penginderaan adalah merupakan proses diterimanya stimulus (pengamatan) oleh 

individu melalui alat indera yang disebut proses penginderaan. Alat-alat indera yang 

dapat melakukan pengamatan seperti indera penglihat, pendengar, pembau, perasa 

atau pengecapan, peraba, indera keseimbangan, indera perasa urat daging (kinestesi) 

dan indera perasa jasmaniah (organis).
11

 Dari proses pengamatan tersebut akan 

menjadi sebuah tanggapan pengamatan yang berbagai macam tergantung dengan 

stimulus yang di terima oleh individu.  

Persepsi  merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan, dengan adaya 

persepsi individu dapat mengetahui sesuatu hal yang bermanfaat dan kurang 

bermanfaat sehingga dapat mengupayakan sesuatu hal untuk dirinya sendiri. Persepsi 

seseorang merupakan proses psikologi yang mengawali individu untuk bertindak dan 

bertingkahlaku. Dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah tanggapan, pandangan atau 

                                                             
11

Agus Sujanto,  Psikologi Umum (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 21. 
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kesan yang timbul pada seseorang terhadap stimulus yang diamati seseorang dengan 

panca inderanya kemudian disimpulkan berdasarkan informasi yang diterimanya. 

2.2.1.1 Unsur-Unsur Pesepsi 

2.2.1.1.1 Penglihatan (Sensasi) 

Sensasi ini terlihat melalui panca indera yaitu mata, telinga, hidung, kulit, 

lidah. Sensasi merujuk pada pesan yang dikirimkan ke otak melalui panca indera 

manusia. Panca indera adalah reseptor (penerima rangsangan) yang berfungsi sebagai 

penghubung antara otak manusia dengan lingkungan sekitar. 

2.2.1.1.2 Perhatian (Atensi) 

Sebelum manusia merespon atau menafsirkan objek atau kejadian atau 

rangsangan apapun, terlebih dahulu memperhatikan kejadian atau rangsangan 

tersebut. Jadi persepsi mensyaratkan kehadiran suatu objek untuk dipersepsikan, 

termasuk orang lain atau diri sendiri. 

Jika terjadi beberapa kasus, rangsangan akan menarik perhatian yang 

dianggap lebih penting daripada yang tidak menarik perhatian. Rangsangan seperti ini 

biasanya menjadi penyebab kejadian- kejadian berikutnya. Itulah orang yang paling 

kita perhatikan cenderung dianggap orang yang paling berpengaruh. Dengan kata 

lain, kita akan memperhatikan apa yang kita anggap bermakna bagi kita dan kita tidak 

akan memperhatikan apa yang tidak bermakna bagi kita. 

2.2.1.1.3 Penafsiran (Interpretasi) 

Interpretasi merupakan tahap terpenting dari persepsi, yaitu menafsirkan atau 

memberi makna atas informasi yang disampaikan kepada kita melalui panca indra.
12

 

                                                             
12

Riswandi, Ilmu Komunikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.50. 
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2.2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi 

Dalam menentukan persepsi setiap individu memilliki kemampuan yang 

berbeda satu dengan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi sangat 

beragam. Berikut tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut 

Wirawan. 

2.2.2.2.1 Diri orang yang bersangkutan  

Apabila seseorang melihat dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa 

yang dilihat itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh, 

seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, dan harapan. Terkait dengan 

ini, Irwanto menjabarkan hal-hal yang mempengaruhi persepsi yang berasal dari diri 

orang yang bersangkutan sebagai berikut: 

2.2.2.2.1.1 Perhatian yang selektif 

Seseorang setiap saat menerima rangsangan yang sangat banyak, akan tetapi 

tidak semuanya harus ditanggapi. Seseorang akan memusatkan perhatiannya pada 

rangsangan tertentu saja yang ia anggap menarik, sehingga objek atau peristiwa lain 

tidak akan tampil sebagai objek pengamatan. 

2.2.2.2.2.2 Nilai-nilai dan kebutuhan individu 

Setiap individu memiliki kebutuhan masing-masing yang berbeda satu sama 

lainnya terkait dengan rangsangan. Hal ini membuat setiap individu akan berbeda 

persepsinya walaupun objek yang diamati sama. 

2.2.2.2.2.3 Pengalaman terdahulu 

Pengalaman terdahulu sangat berpengaruh terhadap bagaimana seseorang 

mempersepsikan sesuatu. Contohnya sangat sederhana yaitu sebuah telepon genggam 
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mungkin bagi kita bukan barang baru, tetapi lain halnya bagi orang-orang pedalaman 

yang belum pernah melihat telepon genggam. 

2.2.2.2.2 Sasaran persepsi tersebut 

Sasaran persepsi tersebut bisa berupa orang, benda, maupun peristiwa. Sifat-

sifat dari sasaran persepsi berpengaruh terhadap persepsi individu dalam melihatnya, 

dengan kata lain, gerakan, suara ukuran, tindak tanduk dan ciri-ciri lain sasaran  

persepsi turut menentukan cara pandang seorang individu melihat dan bersikap 

terhadapnya. 

2.2.2.2.3 Faktor situasi 

Pesepsi dilihat secara kontekstual yang dalam situasi dimana persepsi tersebut 

dapat muncul, perlu pula mendapat perhatian atau umpan balik. Situasi merupakan 

faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang. Berdasarkan 

pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor 

internal individu dan faktor eksternal individu. Faktor internal individu meliputi 

perhatian yang selektif, nilai-nilai dan kebutuhan individu, dan pengalaman terdahulu 

individu. Faktor eksternal meliputi faktor sasaran atau jenis rangsangan dan faktor 

situasi rangsangan.
13

 

2.2.2 Teori Penerapan. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah proses, cara, perbuatan menerapkan.
14

 Penerapan adalah suatu perbuatan 

mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan 

                                                             
13

Firman Paldagunadi, ”Persepsi Siswa Kelas X Terhadap Profesionalisme Guru Kompetensi 

Keahlian Teknik Kendaraan Ringan di SMK Negeri 2 Yogyakarta”, h. 16. 

14
“Penerapan,” Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://kbbi.web.id/terap-2 (15 Juni 2017). 

http://kbbi.web.id/terap-2%20(15
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untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang 

telah terencana dan tersusun sebelumnya.  

2.2.2.1 Adapun unsur-unsur penerapan meliputi : 

2.2.2.1.1 Adanya program yang dilaksanakan. 

2.2.2.1.2 Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan 

diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut. 

2.2.2.1.3 Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung 

jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses 

penerapan tersebut. 

Jadi, penerapan merupakan implementasi atau pengaplikasian sebuah rencana 

yang tersusun secara terperinci. Penerapan juga merupakan suatu pelaksanaan teori, 

metode, dan hal lainnya yang diketahui oleh seseorang guna mencapai tujuan tertentu 

untuk kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan bersama yang telah terencana dan 

tersusun.  

2.2.3 Teori Warung Makan. 

Warung adalah salah satu kata yang sering didengar dalam kehidupan sehari-

hari, dari anak kecil hingga orang tua mengetahui istilah ini dengan istilah umum 

untuk didengarkan. Warung adalah usaha kecil milik keluarga yang berbentuk 

kedai, kios, toko kecil, atau restoran sederhana.
15

 Terdapat banyak jenis warung, 

umumnya berbentuk toko kecil seperti gerobak dorong beratap yang menjual 

minuman dingin dalam kemasan botol, kudapan, permen, rokok, krupuk, dan 

berbagai macam barang-barang keperluan sehari-hari. Warung bisa dikatakan sebagai 

                                                             
15

“Warung” Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Warung (15 

Oktober 2016). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kios
https://id.wikipedia.org/wiki/Toko
https://id.wikipedia.org/wiki/Restoran
https://id.wikipedia.org/wiki/Permen
https://id.wikipedia.org/wiki/Rokok
https://id.wikipedia.org/wiki/Krupuk
https://id.wikipedia.org/wiki/Warung%20(15
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usaha semua kalangan yang dapat dengan mudah ditemukan dipinggir jalan maupun 

dalam gang-gang sempit dengan berbagai macam jenis-jenisnya. Memiliki warung 

adalah mendirikan sebuah usaha perseorangan yang bisa dilakoni oleh semua 

anggota keluarga tanpa upah atau gaji. 

Pengertian warung makan merupakan tempat yang digunakan untuk berjualan 

makanan, dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai street food yang merupakan 

makanan dan minuman siap komsumsi yang dipersiapkan,  dijual dijalan atau 

ditempat-tempat umum lainnya.  

2.2.3.1 Kriteria warung makan sehat menurut Winsloe antara lain: 

2.2.3.1.1 Memenuhi kebutuhan fisiologis berupa ruangan yang ada ventilasi supaya 

ada pertukaran udara dan agar ruangan dalam mendapat sinar matahari. 

2.2.3.1.2 Syarat psikologis yang harus dipenuhi yaitu keadaan warung yang 

sekiranya serta cara pengaturannya memenuhi rasa keindahan, kebebasan 

yang cukup dan aman. 

2.2.3.1.3 Untuk menghindari terjadinya kecelakaan, bangunan harus kuat sehingga tidak 

mudah ambruk dan diusahakan tidak mudah terbakar terutama yang menggunakan 

kompor gas.16 

2.2.4 Teori Pelaku Usaha 

Pelaku usaha ialah salah satu pihak yang langsung berhubungan dengan 

konsumen disini pelaku usaha bukan hanya produsan barang dan jasa melainkan juga 

yang menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen, penyedia bahan baku dapat 

juga disebut sebagai pelaku usaha. Pemilik warung dapat diartikan dengan seseorang  

                                                             
16

Kesmas,” Pengertian dan Kriteria Warung Makanan atau Street Food dan Perannya pada 

Penularan Penyakit,” Blog Public Health Home. http://www.indonesian-publichealth.com/warung-

makanan-dan-foodborne-diseases/ (15 Oktober 2016). 

http://malakyuara.wordpress.com/tag/family/
http://www.indonesian-publichealth.com/warung-makanan-dan-foodborne-diseases/
http://www.indonesian-publichealth.com/warung-makanan-dan-foodborne-diseases/
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yang mempunyai usaha yang dijalankan untuk mendapatkan keuntungan dengan 

membuka  warung. Pemilik warung disini dikategorikan sebagai pelaku usaha. Pelaku 

usaha yang dikategorikan oleh penulis ialah yang membuat berbagai jenis pangan 

siap saji. Pengertian pangan itu sendiri sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 

2012 tentang Pangan yang berarti segala sesuatu yang berasal dari sumberhayati 

produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perairan, dan 

air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi komsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan 

baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, pembuatan makan dan minuman,
17

 

Pelaku usaha menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen 

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik 
Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

18
 

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya ia berhak mendapatkan 

keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya sesuai dengan salah satu prinsip ekonomi 

yaitu menggunakan modal seminimal mungkin dan mendapatkan keuntungan 

semaksimal mungkin, juga meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian 

konsumen untuk melindungi dirinya sendiri serta menumbuh kembangkan sikap 

pelaku usaha yang bertanggung jawab.
19

  

                                                             
17

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 1.  

18
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 3. 

19
Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 191. 



 
 

 
 

17 
 

2.2.4.1 Hak Pelaku Usaha. 

Pasal 6 Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan 

hak-hak pelaku usaha yaitu pelaku usaha harus menerima pembayaran dari 

barang/jasa yang diperjualbelikan kepada konsumen, mendapatkan perlindungan 

hukum dari konsumen yang tidak beritikad baik, berhak melakukan pembelaan 

terhadap dirinya sendiri dalam sengketa dengan konsumen, hak untuk mendapatkan 

rehabilitasi nama baik jika secara hukum tidak terbukti merugikan konsumen dalam 

perdagangan barang/jasa yang dilakukannya.  Hak- hak dari pelaku usaha harus 

didapatkan, ketika pelaku usaha memproduksi barang dan jasa ia behak mendapatkan 

bayaran yang sesuai dengan hasil produksinya ditambah dengan keuntungan yang 

harus didapatkan oleh pelaku usaha. 

2.2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha.  

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, kewajiban pelaku usaha telah dijelaskan di dalamnya secara 

rinci, salah satu kewajiban dari pelaku usaha adalah memberikan informasi yang 

benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi 

penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Butir tersebut mengharuskan 

pelaku usaha dalam melakukan produksi harus memberikan informasi yang jelas dan 

jujur kepada konsumen, sebab dengan informasi tersebut konsumen dapat mengetahui 

kondisi dan mutu barang yang diproduksinya, menjaga mutu barang merupakan 

kewajiban pelaku usaha yang harus selalu di jaga dalam kondisi apapun, pelaku usaha 

wajib mengecek kondisi dari setiap barang yang dihasilkan mulai dari bahan mentah, 

bahan baku, pabrik pembuatan hingga menjadi bahan jadi yang siap didistribusikan, 

standarisasi mutu yang di keluarkan haruslah sesuai dengan ketentuan mutu yang ada 
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di Indonesia. Pelaku usaha biasanya sering melupakan kewajiban menjaga mutu 

barang yang diproduksinya, demi meraih keuntungan yang besar. Kelalaian menjamin 

mutu barang atau jasa ini bisa jadi disengaja oleh pelaku usaha karena pola 

pengawasan yang kurang dari pemerintah atau karena lemahnya penegakan hukum.  

Apabila terjadi kerusakan produk akibat kelalaian produsen sehingga 

menyebabkan kerugian konsumen, pelaku usaha berkewajiban memberikan 

kompensasi berupa ganti rugi sesuai dengan kerugian yang diderita konsumen dan 

sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ganti rugi ini diberikan sebagai 

pengganti penghasilan konsumen yang hilang akibat menderita sakit.
20

 

2.2.4.3 Perbuatan yang Dilarang Pelaku Usaha. 

Menurut Pasal 8 sampai dengan pasal 16 Undang-undang Perlindungan 

Konsumen perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yaitu tidak memenuhi atau 

tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan, tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, ukuran, takaran dan 

jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang 

produksinya, tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran 

sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang atau jasa, tidak 

sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau 

penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang 

atau jasa tersebut, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu 

penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, tidak mengikuti 

ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang 
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Dimas Bayu Murti, ”Peran LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada 

Produk Makanan yang Beredar di Pasaran” (Skripsi Sarjana; Fakultas Hukum,Semarang,2013), h. 23. 
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dicantumkan dalam label. Jadi, dalam undang-undang sudah ditegaskan akan 

keberadaan produk halal yang harus ada pada produk yang dibuat, banyak hal yang 

menjadi larangan pelaku usaha dalam membuat barang produksinya, sehingga dapat 

menjadi suatu tindakan kehati-hatian pelaku usaha, terlebih dalam produksi olahan 

makanan jika konsumen mendapatkan kerugian maka pelaku usaha berhak dituntut 

untuk memberikan ganti rugi yang tepat bagi konsumen tersebut atau pelaku usaha 

harus rela kehilangan usahanya jika hal tersebut terjadi karena kesalahan pihak pelaku 

usaha.  

Pelaku usaha juga dalam menjalankan usahanya tidak boleh memberikan 

barang yang cacat produksi kepada konsumen, ataupun mempromosikan barang 

dagangannya secara tidak jujur. Jika semua yang sudah ditetapkan tersebut disadari 

dengan baik oleh pelaku usaha maka keuntungan yang besar bukan masalah besar 

yang harus dihadapi. Keuntungan yang didapatkan akan semakin besar dan 

berkembang. 

2.2.5 Teori Sertifikasi Halal 

2.2.5.1  Pengertian Halal 

Halal dan thayyib adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kata 

halalan, berasal dari kata halla, yang berarti lepas atau tidak terikat.
21

 Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia halal berarti diizinkan (tidak dilarang oleh syara’), 

yang diperoleh atau di perbuat dengan sah.
22

  Secara etimologi kata halalan berarti 

hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat pada 

ketentuan-ketentuan yang melarangnya, atau diartikan sebagai segala sesuatu yang 

                                                             
21

Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Al- Munawwir (Jakarta: Pustaka 

Progresif, 2002), h. 291. 
22

“Halal,” Kamus Besar Bahasa Indonesia. https://kbbi.web.id/halal (8 Agustus 2107). 

https://www.google.co.id/search?hl=id&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ahmad+Warson+Munawwir%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://kbbi.web.id/halal%20(8
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bebas dari bahaya dunia dan akhirat.
23 Halal adalah segala objek atau kegiatan yang 

diizinkan untuk digunakan atau dilaksanakan, dalam agama Islam. Istilah ini dalam 

kosakata sehari-hari lebih sering digunakan untuk menunjukkan makanan dan 

minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam, menurut jenis makanan 

dan cara memperolehnya. Pasangan halal adalah thayyib yang berarti 'baik'. Suatu 

makanan dan minuman tidak hanya halal, tetapi harus thayyib apakah layak 

dikonsumsi atau tidak, atau bermanfaatkah bagi kesehatan.
24

 Kata thayyib berarti 

lezat, baik, sehat, menentramkan dan paling utama. Thayyib disini juga berarti baik, 

baik dari segi gizi dan juga aman dimakan. Suatu makanan yang halal pastilah 

thayyib, sedangkan jika makanan itu tidak thayyib maka bisa menjadi tidak halal. 

Demikian halnya jika suatu bahan pangan dapat meracuni tubuh, maka bahan pangan 

itu juga tidak halal. Makanan yang thayyib belum tentu halal. Sebagai contoh ayam 

yang dipotong tidak secara Islami maka dagingnya bisa thayyib, akan tetapi jelas 

tidak halal. Halal adalah sesuatu yang jika digunakan tidak mengakibatkan mendapat 

siksa (dosa). 

Secara umum pegertian halal adalah perkara atau perbuatan yang dibolehkan, 

diizinkan, dan dibenarkan syariat Islam.
25

 Dalam Islam istilah halal biasa digunakan 

terhadap sesuatu tindakan, percakapan, perbuatan, dan tingkah laku yang boleh 

dilakukan oleh Islam.  
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Saufigreen,”Konsep Halal dan Thoyyib,” Blog Pribadi. 

https://saufigreen.wordpress.com/2016/07/04/konsep-halal-thoyyib/ (08 Agustus 2017) 
24

“Halal,” Wikipedia the Free Encyclopedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Halal  (Tanggal 8 

Agustus 2017). 

25
Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif  (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2014), h. 138. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Makanan
https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://saufigreen.wordpress.com/2016/07/04/konsep-halal-thoyyib/
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Dalam aspek makanan, minuman, dan barang-barang, halal adalah makanan 

atau barang yang tidak dilarang untuk dimakan atau digunakan oleh orang-orang 

Islam. Prinsip pertama yang ditetapkan dalam Islam bahwa pada dasarnya, segala 

sesuatu yang diciptakan Allah itu halal. Tidak ada yang haram kecuali jika ada nash 

(dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) dari 

Allah swt., yang mengharamkannya. Ini tidak hanya terbatas dalam masalah benda, 

tetapi menyangkut masalah perbuatan dan pekerjaan yang tidak termasuk dari urusan 

ibadah, yaitu  yang disebut dengan adat atau mu’amalah.  

Salah satu keindahan dari Islam adalah hal yang halal mencukupi kebutuhan 

manusia. Larangan hanya mencakup hal-hal yang tidak penting. Namun memberikan  

pilihan lain yang lebih banyak manfaatnya dan mendapatkan kenyamanan bagi 

manusia. Contohnya Allah swt., melarang minuman keras agar menyehatkan badan 

dan pikiran. Melarang makanan yang haram namun menyediakan banyak makanan 

sehat lainnya.  Karena Allah swt., tidak ingin membuat hambanya susah, tetapi 

menginginkan kemudahan, kebaikan, petunjuk dan kesejahteraan bagi manusia. 

Jadi, makanan yang halal pada dasarnya adalah makanan sehat dan membawa 

kebaikan pada diri seorang Muslim. Bagi umat Islam memakan makanan yang halal 

merupakan salah satu bentuk dari ketaatan serta ketaqwaan kepada Allah swt., dan 

merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap manusia yang beriman. 

Perintah memakan makanan yang halal termaktub dalam banyak ayat didalam al-

Qur’an, salah satunya adalah Q.S. al-Baqarah/2: 168 
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Terjemahnya : 

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 
bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena 
Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

26
  

2.2.5.2 Pengertian Haram 

Lawan dari kata halal adalah haram. Haram berasal dari bahasa Arab yang 

bermakna, terlarang atau suatu perkara yang dilarang oleh syara’ (agama)
27

. Haram 

adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam agar 

tidak dilakukan oleh orang-orang Islam dan pelanggaran terhadap perkara tersebut 

dikenakan dosa. Mengerjakan perbuatan yang haram akan mendapatkan dosa dan 

mendapat pahala jika ditinggalkan. Misalnya memakan bangkai binatang, darah, 

minum khamr, memakan barang hasil curian.
28

 

Menurut hukum Islam, secara garis besar, perkara (benda) haram terbagi 

menjadi dua, haram li-zatih dan li-gairih (haram karena adanya unsur lain). Haram li-

zatih adalah yang mutlak diharamkan oleh agama, sedangkan haram li-gairih adalah 

bendanya halal tapi penanganannya tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam 

contohnya kambing yang tidak dipotong secara syar’i, dan bendanya halal tetap 

diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama contohnya hasil korupsi, 

mencuri, dan lain sebagainya.  

Makanan haram adalah makanan atau barang yang tidak diperbolehkan atau 

tidak diizinkan untuk dimakan oleh orang-orang Islam. Dengan demikian haram 
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Departemen Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 25. 

27
Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab Indonesia Al- Munawwir (Jakarta: Pustaka 

Progresif,2002), h. 257. 
28

Muchith A. Karim, ed., Perilaku Komunitas Muslim Perkotaan dalam Mengkomsumsi 

Produk Halal (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013), h. 11. 
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dalam syariat Islam itu sebenarnya sangat sempit sekali dan sesuatu yang halal justru 

sangat luas. Prinsip Islam (menyangkut halal dan haram) yang ke dua adalah Islam 

membatasi kewenangan untuk memutuskan haram dan halal. Islam mencabut hak itu 

dari tangan manusia tanpa memandang status manusia. Islam menetapkannya hanya 

pada Allah swt,.
29

 Penetapan halal dan haram sesuatu langsung berasal dari Allah 

swt., manusia hanya mengelompokkan mana yang halal dan haram yang 

dipercayakan kepada ulama melalui ijtihadnya. Tidak ada yang bisa menyatakan 

mana yang halal dan mana yang haram karena kepentingan pribadinya dan membuat 

penderitaan dan kesulitan bagi orang lain. Sesuai dengan Firman Allah swt,. Q.S. al-

An’am/6:119 

                                        

                                     

 

Terjemahnya : 

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut 
nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah 
menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang 
terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) 
benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa 
pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-
orang yang melampaui batas.

30
 

Prinsip dalam Islam ialah apabila Islam telah mengharamkan sesuatu, cara 

apapun yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan tersebut, hukumnya adalah 

haram. Contohnya makan wasilah
31

, minuman keras Nabi saw., tidak hanya melaknat 

orang yang meminumnya, tapi juga yang menyajikannya, memesan dan mendapatkan 
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Yusuf Qaradhawi,  Halal dan Haram (Bandung: Jabal, 2007), h. 34. 

30
Departemen Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan , h. 144. 

31
Domba jantan yang disembahkan kepada berhala dari seekor domba betina yang melahirkan 
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bayaran darinya. Q.S. al-Maidah/5: 3 menjelaskan tentang mana saja yang Allah 

tetapkan keharamannya. 

                                   

                                  

                                

                                        

       

Terjemahnya: 
Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan 
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan 
anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa 
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 
dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai 
Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa Karena kelaparan 
tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.

32
 

2.2.5.2.1 Di dalamnya terkandung bahwa makanan yang haram itu pada pokoknya 

ada empat yaitu: 

2.2.5.2.1.1 Bangkai, yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu 

usaha manusia yang memang sengaja disembelih atau dengan berburu. 

2.2.5.2.1.2 Darah yang mengalir. 

2.2.5.2.1.3 Daging babi, kebanyakan ulama sepakat menyatakan bahwa semua 

bagian babi yang dapat dimakan adalah haram, termasuk semua produk 

yang dibuat dengan menggunakan bahan tersebut sebagai bahan bakunya. 
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Departemen Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 108. 
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2.2.5.2.1.4 Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang 

disembelih atas nama selain Allah. 

2.2.5.3 Pengertian Sertifikasi Halal 

Zaman dahulu kehalalan dan kesucian makanan adalah halal yang merupakan 

persoalan yang tidak serius, namun pada zaman yang berkembang saat dimana 

tegnologi telah hampir menguasai setiap produk pembuatan olahan makanan dan 

minuman, maka masyarakat khususnya yang beragama muslim dilema apakan 

makanan yang dikomsumsi halal atau tidak. Kemudian lembaga MUI mengeluarkan 

fatwa mengenai sertifikasi halal untuk menjawab keresahan masyarakat. 

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal 

melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan SJH 

memenuhi standar LPPOM MUI. Sertifikat Halal merupakan suatu proses yang 

dilakukan dalam beberapa tahap untuk membuktikan bahwa penerapan sistem 

jaminan halal telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan secara sistematis. 

Sertifikat halal juga fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan 

kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang Komisi Fatwa MUI 

berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM MUI sesuai dengan syariat 

Islam.
33

  

Produk Halal adalah produk pangan, produk lainnya yang tidak mengandung 

unsur atau barang haram atau dilarang untuk di komsumsi, digunakan, atau dipakai 

oleh umat Islam baik yang menyangkut bahan baku, bahan tambahan, bahan bantu, 

dan bahan penolong lainnya termasuk bahan produksi yang diolah melalui proses 
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Majelis UIama Indonesia, ”Sertifikasi Halal, ” Official Website Halal Majelis Ulama 

Indonesia. www.halalmui.org (Tanggal 7 April 2016). 
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rekayasa genetik dan iradasi yang pengolahannya dilakukan sesuai dengan ajaran 

Islam.
34

  

Fatwa adalah ketetapan hukum Islam yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa 

tentang status hukum suatu produk tertentu. Dalam proses sertifikasi halal, keluaran 

fatwa yaitu status halal atau haram suatu produk berdasarkan proses audit yang 

dilakukan oleh LPPOM MUI. Sedangkan Komisi Fatwa adalah salah satu komisi 

MUI yang bertugas untuk menghasilkan ketetapan hukum Islam tentang status hukum 

suatu kasus tertentu. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mencantumkan label 

halal. Dari segi sifatnya, fatwa-fatwa MUI ada yang bersifat responsive yaitu 

menjawab persoalan-persoalan yang dimintakan fatwanya oleh masyarakat, proaktif 

dalam arti inisiatif anggota Komisi Fatwa berkaitan dengan masalah-masalah yang 

tengah dihadapi, dan ada pula yang bersifat antisipatif, yaitu mencegah timbulnya 

persoalan (kemudharatan) di kemudian hari atas gejala-gejala persoalan kehidupan 

masyarakat.
35

 

Pemegang Sertifikat Halal Majelis Ulama Indonesia bertanggung jawab untuk 

memelihara kehalalan produk yang diproduksinya, dan sertifikat ini tidak dapat 

dipindah tangankan. Sertifikat yang sudah berakhir masa berlakunya, termasuk 

fotocopynya tidak boleh digunakan atau dipasang untuk maksud-maksud 

tertentu.Sertifikat halal adalah syarat untuk mencantumkan kehalalan suatu produk 

sehingga produk olahan tersebut aman untuk dikomsumsi.  
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Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif , h. 62. 

35
Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif , h. 79. 



 
 

 
 

27 
 

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 

Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu 

produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) 

berdasarkan fatwa terulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
36

 

Sertifikasi halal pada makanan merupakan upaya yang dilakukan oleh Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) agar umat Islam dapat selalu menjaga diri agar tidak 

terjerumus pada hal-hal yang merugikan, upaya Majelis Ulama Indonesia ini 

tercantum dalam Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, dalam rapat Komisi 

bersama LPPOM MUI, pada hari Rabu, tanggal 13 Muharram 1431 H/30 Desember 

2009 M. Dalam fatwanya, MUI berpegang teguh pada nash-nash dalam al-Quran 

maupun Sunnah yang berkenaan tentang petunjuk kepada umat Islam yang beriman 

agar menjaga kahalalan dan kebaikan makanan yang dikonsumsinya.
37
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Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 angka 1. 

37
Nur Hidayah, “Persepsi Pedagang Makanan tentang Sertifikat Halal Pada Makanan (Studi 

Kasus Pedagang Makanan  Jalan Pilau RT 02 RW 03 Kelurahan Panarung Palangka Raya)”, h. 4. 
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2.2.5.3 Bentuk Sertifikat Halal 

 

2.2.5.3.1 Dasar Sertifikasi Halal  

Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan fatwanya didasarkan pada al-

Qur’an, hadis, ijma, qiyas,dll. Kemudian menurut LPPOM MUI pada paduan umum 

sistem jaminan halal ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa dalam al-Qur’an 



 
 

 
 

29 
 

hanya sedikit yang tidak halal. Namun, dalam perkembangan tegnologi, yang sedikit 

bisa menjadi banyak karena masuk kedalam makanan olahan secara tidak terduga 

sebelumnya.
38

 Prinsip dalam Islam didasari atas keburukan atau bahayanya, jika 

sesuatu benar-benar berbahaya maka hukumnya haram sebaliknya jika sesuatu benar-

benar bermanfaat maka hukumnya halal.
39

 Adapun dasar- dasar dari Sertifikasi Halal 

sebagai berikut. 

2.2.5.3.1.1 Al-Qur’an. 

Adapun dasar yang diambil berdasarkan larangan memakan makanan haram 

terdapat pada firman Allah dalam Q.S. al-Maidah/5: 3 

                                     

                                  

                                

                                        

       

Terjemahnya : 

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) 
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang 
jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu 
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan 
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan 
anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa 
untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka 
dan takutlah kepada-Ku. pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai 
Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa.Karena kelaparan 
tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang.

40
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LPPOM MUI, Paduan Umum Sistem Jaminan Halal (Jakarta: LPPOM MUI, 2008), h. 42. 

39
Yusuf Qaradhawi, Halal dan Haram (Bandung: Jabal, 2007),  h. 41. 
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Berkenaan dengan ayat diatas ada beberapa ayat dalam al-Qur’an menjelaskan 

hal tersebut seperti yang terdapat dalam Q.S. al-An’am/6: 145 

                              

                                   

      

Terjemahnya : 

Katakanlah: "Tiadalah Aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, 
sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau 
makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - Karena 
Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain 
Allah. barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak 
menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya 
Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha penyayang".

41
 

Dalam ayat lain juga memiliki keterkaitan dengan beberapa ayat diatas. Dapat 

juga dilihat dalam Q.S. al-Maidah/5: 90-91 

                                  

                                   

                    

Terjemahnya : 

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 
keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan 
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan 
berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka 
berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

42
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Departemen Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 148. 

42
Departemen Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahan, h. 92. 
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2.2.5.3.1.2 Hadits 

Menurut bahasa hadits berarti al-jadid, yaitu sesuatu yang baru, menunjukan 

sesuatu yang dekat dan waktu yang singkat,
43

 hadits juga berarti al-khabar  (berita), 

yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang 

kepada orang lain. 

Menurut Al-Hafidz dalam syarh al-Bukhary, dan al-hafizh dari Shakhawy ialah : 

 اقواله صلي ا لله عليه و سلم وا فعله و احواله

Artinya: 

“Segala ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi SAW.” 

Menurut ahli hadits atau muhadditsun, pengertian hadist ialah:
44

 

آقوالالنبي صلي ا لله عليه و سلم و آفعاله وحواله وقال الاخر : كل ما آ ثرر عن ا لنبي صلي ا لله عليه و سلم من 

 قول آو فعل آو اقرار

Artinya:  

“Seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW. 
sedangkan menurut yang lainnya adalah segala sesuatu yang bersumber dari 
Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya.” 

 

 
 

Artinya:  

“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram pun sudah jelas dan di antara 
keduanya ada hal-hal yang musyta-bihat (syubhat, samar-samar, tidak jelas halal 
haramnya), kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa hati-
hati dari perkara syubhat, sungguh ia telah menye-lamatkan agama dan harga 
dirinya..." (HR. Muslim).

45
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Dzafar Ahmad Utsmani al Tahawuni, Qowa’id al Ulum al-Hadits,( Beirut : Maktab al 

Mathba’ah al Islamiyah, 1972), h. 24. 
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“Pengertian hadits” http://reizacullen777.blogspot.co.id/2014/11/makalah-pengantar-studi-

hadits.html. (10 Agustus 2017). 
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Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 
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2.2.5.3.1.3 Ijma’. 

Ijma adalah sumber hukum ketiga syarat Islam setelah al-Qur’an. Secara 

etimologis, Ijma’ atau ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat 

sesuatu.
46

 Kata Ijma’ Berasal dari kata “jama’a” yang berarti berkumpul. Ijma adalah 

konsensus para mujtahid setelah sepeninggal Rasulullah saw., untuk mendapatkan 

suatu hukum terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Ijma’ dilakukan dengan 

menghadirkan ulama mujtahid untuk membicarakan suatu peristiwa yang tidak ada 

dasarnya dalam al-Qur’an dan al-Hadits. Para ulama mujtahid ini membicarakan 

masalah yang menghasilkan kesepakatan, kesepakatan ini yang akan menjadi hukum 

yang sudah ditetapkan dari para ulama yang telah melakukan kesepakatan. 

    Praktik Ijma’ dalam proses Sertifikasi Halal produk pangan yaitu dengan 

bersama pengurus LPPOM MUI dengan Kkomisi Fatwa MUI yang senantiasa 

memperlihatkan prosedur sebagai berikut : 

2.2.5.3.1.3.1 Ketua Komisi Fatwa, melalui rapat komisi, berdasarkan pertimbangan 

dari tim khusus, menetapkan prioritas masalah yang akan dibahas 

dalam Rapat Komisi Fatwa serta menetapkan waktu pembahasannya. 

2.2.5.3.1.3.2 Ketua Komisi, atau rapat komisi dapat menunjuk salah seorang atau 

lebih anggota komisi untuk membuat makalah mengenai masalah yang 

akan dibahas.  

2.2.5.3.1.3.3 Undangan Rapat Komisi, pokok masalah yang akan dibahas dan 

makalah (jika ada) sudah harus diterima oleh anggota komisi dan 
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peserta rapat lainnya selambat-lambatnya tiga hari sebelum tanggal 

rapat. 

2.2.5.3.1.3.4 Perserta Rapat Komisi Fatwa terdiri atas anggota komisi dan peserta 

lain yang dipandang perlu. 

2.2.5.3.1.3.5 Rapat Komisi Fatwa dipimpin oleh Ketua Komisi atau Wakilnya. 

2.2.5.3.1.3.6 Rapat Komisi Fatwa dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangya 

setengah dari peserta yang diundang rapat atau jika dipandang telah 

memenuhi kuorum oleh peserta yang hadir. 

2.2.5.3.1.3.7 Hasil Rapat Komisi Fatwa dicatat oleh sekretaris komisi fatwa. 

2.2.5.3.1.3.8 Hasil rapat bersama Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI dirumuskan 

menjadi keputusan fatwa oleh tim khusus, kemudian ditandatangani 

oleh ketua dan sekretaris komisi. 

2.2.5.3.1.3.9 Keputusan Fatwa dilaporkan kepada Dewan Pimpinan/Sekretariat MUI 

untuk ditanfidzkan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis 

Ulama Indonesia.
47

 

2.2.5.3.1.4 Qiyas. 

Secara etimologis qiyas berarti mengukur, dan membandingkan sesuatu 

dengan yang semisalnya.
48

 Menurut para ulama ushul fikih, qiyas adalah menetapkan 

hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar hukum nashnya dengan 

cara membandingkannya kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah 
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Sofyan Hasan, Sertifikasi Halal dalam Hukum Positif, h. 88. 
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ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan ‘illat antara kedua 

peristiwa itu. Rukun Qiyas terdiri dari empat yaitu: 

2.2.5.3.1.4.1 Ashal, yang berarti pokok, yaitu suatu peristiwa yang telah ditetapkan 

hukumnya berdasar nash, ashal disebut juga ukuran, tempat 

penyerupaan, dan tempat membandingkan. 

2.2.5.3.1.4.2 Fara’ yang berarti cabang, yaitu suatu peristiwa yang belum ditetapkan 

hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan sebagai dasar. 

Fara’ disebut juga yang diukur, yang diserupakan, dan yag 

dibandingkan 

2.2.5.3.1.4.3 Hukum ashal, yaitu hukum dari ashal yang telah ditetapkan 

berdasarkan nash dan hukum itu pula yang akan ditetapkan pada fara’ 

seandainya ada persamaan ‘illat-nya. 

2.2.5.3.1.4.4 ‘Illat, yaitu suatu sifat yang ada pada ashal dan sifat itu yang dicari 

pada fara’.
49

 

2.2.5.3.2 Tujuan Sertifikasi Halal  

Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan melaksanakan sertifikasi 

halal adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh 

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM). Keberadaan 

LPPOM-MUI dapat membantu masyarakat mempermudah dalam menemukan 

produk olahan yang halal. LPPOM-MUI ini mengeluarkan legitimasi halal berupa 

sertifikasi halal bagi produsen yang telah lulus audit. Dengan dikeluarkannya 
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sertifikasi halal maka konsumen dapat memastikan produk yang halal mereka 

komsumsi. Secara teori para pemeluk agama Islam merupakan motivasi menentukan 

makanan halal dan terwakili dengan adanya sertifikasi  halal.
50

 

Tujuan dari sertifikat halal ini ialah memberikan kepastian status kehalalan 

suatu produk atau makanan, dengan begitu konsumen tidak perlu takut ataupun 

khawatir terhadap apa yang dikomsumsi sehingga dapat menentramkan batin 

konsumen. Dengan tujuan tersebut sertifikasi halal merupakan salah satu cara 

melindungi konsumen muslim yang telah sejalan dengan hukum positif yang berlaku 

di Indonesia. Ketentuan halal bagi umat Islam dalam mengkomsumsi makanan 

meliputi berbagai aspek diantara lain aspek dari bahan baku, aspek tata cara 

memproduksinya, aspek tata cara menyajikannya, hingga aspek tata cara 

mengkomsumsinya. 
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2.2.5.3.3 Prosedur Mendapatkan Sertifikasi Halal MUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2.5.3.3 Alur Sertifikasi Halal 
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2.2.5.3.3.1 Proses Sertifikasi Halal, Status dan Masa Berlakunya. 

2.2.5.3.3.1.1 Setiap produsen dan pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan 

mendapatkan sertifikasi halal terhadap produksinya ke LPPOM MUI 

dan harus melampirkan hal-hal sebagai berikut: 

2.2.5.3.3.1.1.1 Sertifikat halal bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong yang 

akan digunakan serta bagan aliran proses. 

2.2.5.3.3.1.1.2 Sertifikat halal atau surat keterangan halal dari MUI daerah (produk 

halal) atau sertifikat halal dari lembaga Islam yang telah diakui MUI 

(produk impor) untuk bahan yang berasal dari hewan atau turunannya. 

2.2.5.3.3.1.1.3 Sistem jaminan.
51

  

2.2.5.3.3.1.2 Tim auditor LPPOM MUI melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi 

produsen setelah formulir beserta lampirannya dikembalikan ke 

LPPOM MUI dan diperiksa kelengkapannya. 

2.2.5.3.3.1.3 Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium dievaluasi melalui 

rapat tenaga ahli LPPOM MUI jika telah memenuhi persyaratan, maka 

dibuat laporan hasil audit untuk diajukan ke komisi fatwa untuk 

disidangkan, dibahas dan diputuskan status hukumnya. 

2.2.5.3.3.1.4 Sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak hasil audit jika dianggap 

belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan. 

2.2.5.3.3.1.5 Sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI melalui LPPOM MUI setelah 

ditetapkan kehalalannya oleh komisi fatwa MUI. 
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2.2.5.3.3.1.6 Perusahaan yang produknya telah mendapat sertifikasi halal harus 

mengangkat auditor halal internal sebagai bagian dari sistem jaminan 

halal, jika kemudian hari ada perubahan dalam penggaguan bahan 

baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada produksinya auditor 

halal internal wajib segera melaporkan untuk mendapatkan izin 

ketidakberatan penggunaannya. 

2.2.5.3.3.1.7 Masa berlakunya sertifikat halal selama 2 (dua) tahun dihitung dari 

sejak tanggal penerbitnya dengan ketentuannya. 

2.2.5.3.3.1.7.1 Tiga bulan sebelum berakhir masa berlakunya LPPOM MUI akan 

mengirim surat pemberitahuan kepada pihak produsen. 

2.2.5.3.3.1.7.2 Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat pihak produsen 

harus mendaftar ulang untuk mendapatkan sertifikat yang baru. 

2.2.5.3.3.1.8 Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halalnya setelah 

berakhir masa berlakunya, maka tidak dibenarkan penggunannya, dan 

dihapus dari daftar majalah resmi LPPOM MUI, jurnal halal yang 

terbit dua bulan sekali. 

2.2.5.3.3.1.9 Sertifikat yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI adalah milik MUI jika 

karena sesuatu hal diminta untuk dikembalikan oleh MUI maka 

pemegang sertifikat wajib menyerahkannya. 

2.2.5.3.3.1.10 Jika sertifikat hilang atau rusak maka pemegang sertifikat segera 

melaporkan ke LPPOM MUI.
52
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2.3 Tinjauan Konseptual 

Penelitian ini berjudul “Persepsi Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di 

Kota Parepare”. Guna mendapatkan kejelasan mengenai tinjauan konseptual dalam 

penelitian ini, maka peneliti merasa perlu mengemukakan beberapa istilah akan 

jelaskan sebagai berikut : 

2.3.1 Persepsi Pemilik Warung 

Manusia sebagai ciptaan Allah, yang memiliki struktur yang sangat sempurna 

dibanding makhluk Allah lainnya. Manusia juga diciptakan sebagai makhluk 

multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan untuk berinteraksi secara 

personal maupun sosial.
53

 Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri 

baik dalam konteks fisik maupun sosial, dengan begitu manusia berhubungan antar 

manusia lainnya menggunakan struktur sempurna yang diberikan kepada manusia 

berupa akal dan panca indra, sehingga diantara mereka dapat terjalin komunikasi 

dengan baik. Jadi, komunikasi antar sesama manusia akan memberikan gambaran 

makna tentang suatu peristiwa yang mereka bicarakan, biasanya hal terebut disebut 

dengan persepsi. Persepsi dapat didefinisikan sebagai cara individu memberi makna. 

Persepsi merupakan inti dari sebuah komunikasi, sedangkan penafsiran (interpretasi) 

adalah inti persepsi, yang identik dengan penyandian balik. Persepsi mencakup 

penginderaan (sensasi) melalui alat-alat panca indra (mata, telinga, hidung, kulit dan 

lidah), atensi, dan interpretasi. 
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Persepsi pemilik warung adalah tanggapan, pandangan atau kesan yang timbul 

pada seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa setelah seseorang melakukan 

pengamatan dengan panca inderanya yang kemudian disimpulkan berdasarkan 

informasi yang diterimanya oleh seseorang yang menjalankan sebuah usaha selaku 

pelaku usaha. Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah permasalahan yang 

terjadi dengan melakukan beberapa tahap penelitian untuk mendapatkan persepsi dari 

pemilik warung yang ada di pusat kota. 

2.3.2 Sertifikasi Halal 

Sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan pengujian secara 

sistematik untuk mengetahui apakah suatu barang yang di produksi suatu perusahaan 

telah memenuhi ketentuan halal. Sertifikasi halal ini dikeluarkan oleh Lembaga 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memiliki fungsi memberikan fatwa dan nasihat 

mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan umat 

Islam umumnya. 

2.4 Bagan Kerangka Fikir 

Kerangka ini dimaksudkan sebagai landasan sistematik berfikir sehingga 

pembahasan permasalahan peneliti akan tersusun dan terencana dengan baik, 

mengurangi masalah-masalah yang keluar dari pembahasan peneliti atau melebarnya 

pembahasan- pembahasan peneliti. Sesuai judul yang ditetapkan yaitu  Persepsi 

Pemilik Warung terhadap Sertifikasi Halal di Kota Parepare, hal-hal yang akan di 
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bahas adalah persepsi yang diberikan oleh pemilik warung mengenai sertifikasi halal 

di Kota Parepare, dengan kerangka fikir sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4: Bagan Kerangka Pikir 

 Adapun penjelasan mengenai bagan kerangka pikir tersebut adalah sebagai 

berikut: 

2.4.1 Sertifikasi halal merupakan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang 

menyatakan kehalalan suatu produk yang merupakan keputusan sidang 

Komisi Fatwa MUI berdasarkan proses audit yang dilakukan oleh LPPOM 

MUI sesuai dengan syariat Islam. 

2.4.2 Warung Makan merupakan tempat yang digunakan untuk berjualan makanan, 

dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai street food yang merupakan 

Sertifikasi Halal 

Warung Makan 

Penerapan Sertifikasi Halal 

Ada Tidak 

Persepsi Pemilik 

Warung 
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makanan dan minuman siap komsumsi yang dipersiapkan,  dijual dijalan atau 

ditempat-tempat umum lainnya. 

2.4.3 Selanjutnya akan di teliti mengenai penerapan sertifikasi halal warung makan 

di Kota Parepare. 

2.4.4 Akan di dapatkan hasil apakan memang ada atau tidak penerapan sertifikasi 

halal pada warung makan yang ada di Kota Parepare. 

2.4.5 Sebagai hasil dapat dilihat dengan persepsi pemilik warung tersebut tentang 

segala bentuk mengenai sertifikasi halal. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode-metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi 

beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknis analisis data.
54

 

3.1 Jenis Penelitian. 

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai “cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”
55

. Metode penelitian 

merupakan proses maupun prosedur yang digunakan untuk mendekati suatu masalah 

dan mencari jawaban dari masalah tersebut dengan mengkaji topik masalah dari 

penelitian.
56

 

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai 

cara yang sistematik atau prosedur yang bisa dilakukan untuk   memecahkan masalah 

dalam penelitian guna mencapai suatu tujuan. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan metode kualitatif. Metode  

kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis.
57
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Metodologi kualitatif ialah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis  atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.
58

 

Analisis kualitatif yang memberikan gambaran yang terjadi dilapangan secara 

menyeluruh tentang masalah atau fenomena yang sedang diteliti sesuai dengan 

paradigma peneliti untuk mendapatkan data primer dengan wawancara terhadap pihak 

yang telah ditentukan untuk menafsirkan objek yang sedang diteliti. Data yang 

dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar dibandingkan dengan 

angka-angka. Dengan demikian, peran penulis menjadi sangat penting untuk 

membuat deskripsi tentang fenomena tersebut sehingga mampu menarik kesimpulan 

terhadap fenomena yang terjadi dilapangan.  

Penelitian ini disusun sesuai dengan fakta di lapangan yang berkonsentrasi 

pada proses dibandingkan dengan hasil yang ditujukan untuk memahami fenomena-

fenomena sosial dari sudut pandang peneliti sehingga dapat memahami suatu 

permasalahan secara mendalam. Kota Parepare dengan letak yang sangat strategis 

dimanfaatkan oleh banyak pelaku usaha membuka usahanya salah satunya warung 

makan namun fenomena yang terjadi dilapangan menunjukkan bahwa di Kota 

Parepare belum ada satupun pemilik warung dalam hal ini pelaku usaha melakukan 

sertifikasi halal terhadap makanan olahan yang di produksinya. Maka, penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan gambaran tentang perspesi pemilik warung terhadap 

sertifikasi halal di Kota Parepare. 
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3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian. 

Untuk melaksanakan penelitian ini, penulis terjun langsung dilokasi penelitian    

untuk memperoleh data agar tujuan penulis dapat tercapai dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Pertanggungjawaban data yang diperoleh, penetapan lokasi sangat penting 

untuk melaksanakan penelitian ini. Peneliti mengambil lokasi di warung makan yang 

cukup terkenal yang berada dipusat kota dan masuk kategori ramai dikunjungi oleh 

banyak kalangan di Kota Parepare serta berkedudukan tetap, salah satunya adalah 

Warung Syukur, Warung Padang Pariaman Laweh, dll yang berada di wilayah 

perkotaan. 

Penulis mengambil lokasi tersebut karena dianggap penting dalam 

menemukan data-data mengenai persepsi mereka terhadap sertifikasi halal di Kota 

Parepare. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan waktu kurang lebih 1 bulan.  

3.3 Fokus Penelitian 

Penetapan fokus penelitian untuk mengungkapkan garis besar dari penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti dengan pemusatan konsentrasi terhadap masalah penulis. 

Jadi penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu sendiri. Namun agar 

pembahasan tidak melebar, penulis memfokuskan penelitian selain dari permasalahan 

itu sendiri juga melalui informan atau pemilik warung makan yang akan 

diwawancarai dengan menetapkan berbagai pertanyaan yang tepat sehingga waktu 

yang digunakan akan efisien. Penulis juga hanya mengambil informan yang 
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merupakan pemilik warung makan yang berada di sekitar Kota Parepare yang penulis 

anggap ramai dikunjungi. Pemilik warung sebagai informan tahu atau tidak mengenai 

sertifikasi halal ini dengan cara menyimpulkan berbagai jawaban dari hasil 

wawancara dengan berbagai informan. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam menenukan berbagai data-data yang 

diperlukan adalah: 

3.4.1 Data Primer 

Diperoleh dengan melakukan wawancara, yaitu proses komunikasi dan 

interaksi untuk memperoleh informasi dengan mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber yang terkait. Data primer adalah yang berasal langsung 

dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber data asli (tidak melalui perantara), dalam hal ini pemilik warung yang 

ada di Kota Parepare. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara langsung 

kepada informan tentang pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat pengumpulan data 

untuk dianalisis dalam penelitian sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 

Penelitian dilakukan pada pemilik warung yang terkenal dan ramai dikunjungi oleh 

masyarakat serta berkedudukan tetap dengan upaya mendapatkan persepsi mereka 

mengenai sertifikasi halal di Kota Parepare. 

3.4.2 Data Sekunder 

Informasi yang didapatkan penulis secara tidak langsung melalui perantara, 

yang  diperoleh dengan studi pustaka ,dokumen, arsip-arsip penelitian dan litertur 

yang memberikan pengaturan dan penjelasan mengenai sertifikasi halal tempat 
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makan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapatkan pada halaman 

resmi web dari sertifikasi halal yang di kelola oleh Majelis Ulama Indonesia, serta 

dari buku-buku yang didapatkan penulis dari beberapa perpustakaan sehingga mampu 

mendukung penelitian penulis. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini nantinya penulis akan menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut : 

3.5.1 Pengamatan (Observasi) 

Observasi ini digunakan karena memperhatikan fenomena denga terfokus 

terhadap kejadian ataupun gejala-gejala terhadap sesuatu untuk menafsirkan dan 

mengungkapkan faktor-faktor penyebabnya. Menggunakan kemampuan penulis 

dalam penelitian ini dengan melihat, mendengar dan merasakan sendiri fenomena 

yang terjadi dilapangan. Dengan melakukan ini penulis mampu mendapatkan sendiri 

informasi atau data melalui pengamatan ini.  

3.5.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara dapat didefisidikan sebagai “interaksi bahasa yang berlangsung 

antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, yaitu yang 

melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang diteliti 

yang berputar disekitarpendapat dan keyakinan.
59

 

Menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan 

oleh peneliti secara tatap muka dan peneliti merekam jawaban yang diperoleh sebagai 

informasi penting dalam menafsirkan penelitian yang sedang dikerjakan. Pertanyaan 
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pertanyaan tersebut diajukan kepada masyarakat, untuk dapat membantu  menetapkan 

keabsahan data yang telah diperoleh peneliti sebelumnya dari sumber-sumber lain. 

Bentuk wawancara yang digunakan ialah dengan mengajukan pertanyaan yang biasa 

memerlukan jawaban tertentu dan mengajukan pertanyaan dengan tidak membatasi 

jawaban. Sehingga dengan mudah dapat memperoleh jawaban sebanyak mungkin dan 

mengklasifikasikan serta menganalisis data yang diperoleh. 

Penulis mencoba mengumpulkan data dengan membuat susunan rencana agar 

wawancara menjadi sistematis dan mempermudah peneliti. Pertama peneliti 

menentukan orang yang akan diwawancarai sebagai informan untuk memperoleh 

pendapat sebagai data yang dapat digunakan. Peneliti bermaksud menentukan jumlah 

pelaku usaha yang dapat diwawancarai serta rumah makan yang biasa dikunjungi. 

Dengan langsung kepada pelaku usaha penulis dapat dengan mudah 

mempertanggungjawabkannya sebagai informasi karena orang yang menjadi 

informan adalah orang kompoten dan layak digunakan sebagai informan. 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi 

pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data 

dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan 

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku jurnal ilmiah, koran, 

majalah website, dan lain-lain. 

Pada penelitian ini penulis mewawancarai pemilik warung tentang profil 

perusahaan dan data-data administrasi. Selain itu, data dokumentasi diperoleh dari 

buku, jurnal, skripsi, dan web. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Data adalah bukti sekaligus isyarat yang dikumpulkan secara hati-hati. Data 

ini meliputi apa yang dicatat secara aktif oleh peneliti dan apa yang ditemukan oleh 

peneliti. 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Data adalah keterangan yang benar dan nyata. 

Keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.
60

 

Data-data yang diperoleh selama penelitian perlu diperiksa agar sesuai dengan 

fokus penelitian yang penulis paparkan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 

deskriptif dalam penyelidikan bertumpu pada observasi dan wawancara, maka 

strategi analisisnya masih menurut pemaknaan perspektif. Penelitian deskriptif 

dimaksud untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan 

sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan 

masalah dan unit yang diteliti. Analisis deskriptif yaitu menggambarkan sifat atau 

keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. 

Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi penyebaran 

suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Sebagai tindak lanjut pengumpulan 

data, maka analisis data menjadi sangat signifika nuntuk menuju penelitian ini dan 

dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif analitik. Kerja dari 

metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan 

memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.
61
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Metode deskriptif analitik ini akan penulis gunakan untuk melakukan 

pelacakan dan analisa penelitian lapangan secara langsung kepada beberapa pemilik 

warung yang telah ditentukan penulis. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Sejarah Sertifikasi Halal oleh MUI  

Bahan pangan pada umumnya tidak dapat dikomsumsi langsung melainkan 

diolah terlebih dahulu menjadi berbagai bentuk dan jenis pangan melalui proses 

produksi, mulai dari pengumpulan bahan baku hingga sampai ke tangan konsumen 

yang siap saji. Akibatnya, akses komunikasi konsumen kepada produsen menjadi 

jauh sehingga tidak mengetahui apakah olahan yang produsen buat sudah sesuai 

kehalalan. Ditambah lagi produsen ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-

besarnya sedangkan disisi lain konsumen menginginkan harga yang terjangkau. 

Terlebih lagi, banyak kasus yang beredar di masyarakat mengenai bakso yang 

berbahan dasar daging tikus bahkan daging babi, atau bahan makanan yang 

menggunakan gelatin babi dan masih banyak lagi. Berdasarkan hal tersebut MUI 

merasa perlu memberikan ketenangan batin  masyarakat Muslim dalam menggunakan 

suatu produk. Terbentuklah lembaga teknis yang bertujuan untuk menciptakan 

keadaan aman dan ketentraman batin masyarakat Muslim dalam mengkomsumsi 

makanan yang dinamakan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika 

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) yang dikeluarkan oleh MUI melalui Surat 

Keputusan MUI, Nomor : Kep-018/MUI/I/1989 tentang pembentukan lembaga 

tertanggal 28 Jumadil Awwal 1409 H/ 6 Januari 1989 M..  

Pada masa awal terbentuknya LPPOM MUI yang disosialisasikan oleh MUI 

beberapa perusahaan mulai sadar bahwa kehalalan suatu produk yang dipasarkan 

sangat dibutuhkan oleh masyarakat muslim. Pertengahan tahun 1991 PT. Cheil 

Samsung Astra meminta bantuan LPPOM MUI unruk memberikan rekomendasi
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 kehalalan produknya berupa monosodium glutamat, sekalipun LPPOM MUI belum 

mempunyai pedoman yang cukup untuk malakukan audit mengenai kehalalan, 

dengan Bismillahirrohmanirrohim pada tanggal 17 Juli 1991 ditugaskan Prof. Dr. H. 

Aisjah Girindra dan Ir. Osmena Gunawan untuk mempelajari produk tersebut. 

Selanjutnya PT. San Miguel Brewery Indonesia meminta permohonan yang sama 

kepada LPPOM MUI, karena minuman yang bermerek Bold akan dijadikan minuman 

resmi pada hari perayaan kemerdekaan RI ke-46 di Istana Presiden RI. Pemeriksaan 

dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1991. Yang ditugaskan pada waktu itu adalah Prof. 

Dr. H. Aisjah Girindra, Dr. Sugiat AS, S.KM. dan Ir. Osmena Gunawan. Permintaan 

selanjutnya diajukan oleh PT. Nestle untuk permen Polo, pemeriksaan dilakukan pada 

tanggal 16 Juli 1992, oleh Prof. Dr. H. Aisjah Girindra, Dr. Ir. A.Aziz Darwis, Msc, 

dan Ir. Osmena Gunawan. Setelah melakukan diskusi yang cukup memadai, maka 

dikeluarkanlah surat rekomendasi mengenai produk yang diajukan diatas. Merasa 

tanggung jawab yang diemban cukup besar untuk kebutuhan umat, maka LPPOM 

MUI perlu menetapkan suatu prosedur yang baku untuk menunjang metode 

penganalisaan suatu produk. Pihak pelaku usaha maupun konsumen menuntut agar 

LPPOM MUI dapat mengeluarkan suatu bukti tertulis yang sah agar dapat dijadikan 

pembuktian bahwa suatu produk betul-betul halal berdasarkan pemeriksaan dari 

lembaga yang dipercaya oleh masyarakat.
62

     

Berdasarkan studi, pengalaman, dan perpaduan ilmu terkait serta ide-ide dari 

sumbang piker para pakar, tersusunlah standar untuk mengaudit suatu produk berupa 

“Pedoman Untuk Memperoleh Sertifikasi Halal” pada bulan Desember 1993. Sebagai 

bukti tertulis untuk menyatakan bahwa suatu produk itu halal, dikeluarkan dalam 
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bentuk “Sertifikasi Halal” oleh MUI yang ditandatangani oleh Pemimpin Lembaga 

Teknis (Direktur LPPOM MUI), Komisi Fatwa dan DPP MUI dalam hal ini adalah 

Ketua dan Ketua Umum MUI. 

MUI dalam mengeluarkan fatwa halal berdasarkan dengan prosedur dari 

mekanisme penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaannya hanya tertelak pada rapat 

penetapan fatwa antara komisi fatwa dengan LPPOM MUI. Lembaga pemeriksaan 

terlebih dahulu melakukan penelitian  dan audit ke pabrik kemudian dibawa ke rapat 

komisi fatwa untuk menentukan status kehalalannya.  

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia atau yang disebut LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk 

meneliti, mengkaji, menganalisa dan memutuskan apakah produk-produk baik 

pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi 

baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh 

dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain 

itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan 

masyarakat. 

Sertifikat Halal pertama kali dikeluarkan pada tanggal 7 April 1994 untuk PT. 

Unilever Indonesia Wall’s Factory yang diserahkan di Hotel Hilton oleh Menteri 

Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Ir. Azwar Anas. Mengingat 

LPPOM MUI belum mempunyai sarana penunjang peralatan laboratorium, untuk 

teknis penganalisaan produk secara laboratorium, LPPOM MUI melaksanakan 

program kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) secara resmi pada tahun 

1991 dan dikukuhkan dalam bentuk Piagam Kerja Sama Ketua Umum MUI dengan 

Rektor IPB yang dituangkan dalam Surat Nomor : 023/PT39.H/H/1993 dan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Pangan
https://id.wikipedia.org/wiki/Obat-obatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kosmetika
https://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Halal
https://id.wikipedia.org/wiki/Muslim
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
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705/MUI/XI/ 1993 tertanggal 3 November 1993. Sejak saat itu sampai sekarang 

LPPOM telah menerbitkan Sertifikasi Halal untuk perusahaan dengan berbagai jenis 

produk, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri.
63

  

LPPOM MUI melakukan pengkajian, pemeriksaan dari tinjauan sains 

terhadap produk yang akan disertifikasi. Jika berdasarkan pendekatan sains telah  

didapatkan kejelasan, maka hasil pengkajian dan pemeriksaan tersebut dibawa ke 

Komisi Fatwa untuk dibahas dari tinjauan syari’ah Islam. Pertemuan antara sains dan 

syari’ah inilah yang dijadikan dasar penetapan oleh Komisi Fatwa.
64

 

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan 

kerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), 

Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, 

Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sejumlah perguruan 

Perguruan Tinggi di Indonesia antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas 

Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Univeristas Wahid Hasyim 

Semarang, serta Universitas Muslimin Indonesia Makasar. Sedangkan kerjsama 

dengan lembaga telah terjalin dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kadin 

Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion 

(Blackberry). Khusus dengan Badan POM, sertifikat halal MUI merupakan 
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persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar 

di Indonesia.
65 

LPPOM MUI bertugas pertama, mengadakan inventarisasi, klasifikasi dan 

pengkajian terhadap kehalalan makanan, obat-obatan dan kosmetika yang beredar di 

masyarakat. Kedua, mengkaji dan menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan 

upaya memproduksi dan memperjualbelikan suatu produk, penggunaan makanan, 

minuman serta obat-obatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ketiga, mengkaji dan 

menyusun konsep-konsep yang berkaitan dengan peraturan-peraturan mengenai 

penyelenggaraan rumah makan/restoran, perhotelan, hidangan dalam pelayaran atau 

penerbangan, pemotongan hewan serta berbagai jenis bahan bagi pengolahan pangan, 

obat-obatan dan kosmetika yang dipergunakan oleh masyarakat, khususnya umat 

Islam harus terjamin kehalalannya. Keempat, menyampaikan hasil kajian dan konsep-

konsep itu kepada Dewan Pimpinan MUI sebagai bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengolahan, jual beli dan penggunaan 

pangan, obat-obatan dan kosmetika. Dan kelima, mengadakan berbagai kegiatan 

dalam rangka menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah dan swasta, 

dalam dan luar negeri.
66

 

Sertifikasi halal pada makanan merupakan hal yang penting, mengingat di 

Indonesia mayoritas penduduknya beragama muslim, sudah semestinya permasalahan 

sertifikasi halal pada olahan makanan kebutuhan viral yang berpengaruh pada proses 

kehidupan sehari-hari, meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan 
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meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan kepedulian para pengusaha untuk 

melakukan sertifikasi halal pada olahan yang di produksi.  

Adanya ketentuan MUI tentang sertifikasi halal ini, menimbulkan akibat 

moral yang cukup efektif dalam penegakan hukum, khususnya dalam kerangka 

kesadaran masyarakat akan pentingnya produk halal. Diantaranya : 

Pertama, dari sisi normatif. Dalam perspektif ini melihat secara kasat mata, 

sebagian besar pelaku usaha, bisnis dan masyarakat yang bersentuhan dengan 

kegiatan ekonomi, industri dan teknologi adalah beragama Islam. Maka, dari segi 

normatif keagamaan, telah jelas bahwa umat Islam diwajibkan mengkomsumsi 

makanan halal, bukan makanan yang diharamkan atau najis. 

Kedua, dari sisi yuridis. Sertifikat halal MUI menjadi satu pendorong moral 

dan ketentuan yang mempunyai daya ikat tinggi bagi para pelaku ekonomi dan bisnis 

terutama yang beragama Islam. 

Ketiga, secara sosiologis. Tentu dalam perspektif ini ada satu kecenderungan 

dalam masyarakat untuk melihat sertifikasi halal menjadi satu perangkat hukum yang 

mengikat bagi para pelaku usaha ekonomi khususnya yang beragama Islam. Dan ini 

akan berakibat pada satu gerakan sosial yang cukup tinggi secara sosiologis dalam 

rangka memberikan perlindungan bagi konsumen dari produk yang di larang syaria’at 

Islam.
67

  

4.2 Penerapan Sertifikasi Halal Di Kota Parepare 

Parepare sebagai kota Bandar Madani adalah sebuah kota di provinsi Sulawesi 

Selatan, dikota ini pula lahir cendekiawan yang juga pernah menjadi presiden 

Republik Indonesia B.J Habibie. Struktur penduduk menurut agama berdasarkan data 
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yang ada (Kota Parepare dalam Angka Tahun 2010) menunjukkan bahwa mayoritas 

penduduk di Kota Parepare adalah Pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 11.484 jiwa 

atau sekitar 86.70% dari total penduduk Kota Parepare.
68

 Jumlah tersebut akan 

bertambah dengan penglihatan penulis 7 tahun terakhir, Parepare sudah termasuk ke 

dalam kota berkembang seiring bertambahnya jumlah tempat pariwisata yang 

dilakukan oleh pemerintah. Banyaknya destinasi wisata Kota Parepare maka 

pengunjung dari berbagai daerah akan bersedia berkunjung baik sekedar sebagai 

tempat kunjungan ataupun hanya sekedar singgah dan ini akan memacu 

perekonomian yang dapat tumbuh di sekitar kota. Ekonomi di kota Parepare yang 

paling dominan adalah perdagangan atau usaha yang cukup terbilang maju, selain 

dari tempat wisata yang mempunyai  banyak potensi dengan begitu banyak pula 

pelaku usaha mengambil kesempatan dengan cara membuka usaha salah satunya 

adalah usaha warung  makan.   

Kota Parepare dalam sektor perdagangan menunjukkan peningkatan yang 

signifikan  bahkan lebih dari 100%, yaitu sekitar 115,48%, dimana usaha 

perdagangan  meningkat dari tahun 2013 sebanyak 3.625, menjadi 7.811 usaha pada 

tahun 2014. Jumlah ini ini menunjukkan bahwa banyak yang membuka usaha dari 

tahun yang telah disebutan tersebut, padahal Kota Parepare adalah kota yang 

terbilang kecil yang diliputi oleh pegunungan dan perbukitan, namun pengelolaan 

pemerintahan yang baik membuat kota tersebut memiliki pertumbuhan yang sangat 

baik khususnya sektor perdagangan. Pelaku usaha yang membuka usaha di Kota 
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Parepare tentu memiliki keuntungan. Berikut adalah grafik  Persentase Perdagangan 

di Kota Parepare: 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4.2 Persentasi Usaha Kecil Menengah menurut Lapangan Usaha di 

Kota Parepare, 2014
69

 

Grafik tersebut menjadi bukti bahwa Kota Parepare memiliki persentasi usaha 

perdagangan yang sangat besar 77,98% dibanding dengan jenis usaha lainnya seperti 

usaha jasa, industri yang meliputi industri pertanian dan non pertanian. Dengan 

persentasi yang sangat besar tersebut dalam usaha perdagangan yang memiliki 

banyak jenis. Berikut adalah table persentase golongan usaha : 

No Golongan Usaha  Persentasi 

1 Usaha Dagang Menengah 9,20% 

2 Usaha Dagang Besar  0,40% 

3 Usaha Dagang Kecil 66% 

4 Usaha Dagang Mikro 24,40% 

Tabel 4.2 Persentasi Usaha Perdagangan Golongan Usaha di Kota Parepare 

2014 
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Dari data tersebut bisa dilihat besaran pelaku usaha yang berada di sekitar 

Kota Parepare. Pelaku Usaha dalam menjalankan usahanya harus memenuhi berbagai 

ketentuan tentang kegiatan produksi agar tidak merugikan pihak konsumen baik dari 

segi kesehatan ataupun keselamatannya. Produksi merupakan kegiatan manusia yang 

menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen.
70

  

Tujuan produksi dalam Islam  adalah mendapat berkah yang secara fisik belum tentu 

dirasakan oleh pelaku usaha. Selain untuk pemenuhan kebutuhan manusia sendiri 

produksi juga harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. 

Dalam kegiatan produksi ada kepentingan sosial dan perlu kerjasama dan koordinasi 

maka dari itu perlu tanggungjawab yang besar terhadap pelaku usaha, terutama 

apabila hasil produksi yang diedarkan menyebabkan kerugian bagi yang 

mengkomsumsinya. Pelaku usaha juga ada yang cenderung acuh atau tidak peduli 

terhadap makanan yang mereka produksi karena anggapan mereka telah 

menggunakan bahan dan komposisi yang aman, sedangkan yang bahan yang aman 

belum tentu halal apalagi meliputi kebersihan makanan.  

Islam dalam doktrin bisnisnya menerapkan asas keseimbangan antara seluruh 

kepentingan, baik untuk produsen maupun konsumen. Islam menerapkan sistem 

ekonominya dengan mempergunakan moral dan hukum bersama untuk menegakkan 

bangunan suatu sistem yang praktis. Berkenaan dengan prioritas, Islam 

mengetengahkan konsep keseimbangan antara kepentingan individu (khusus) dan 

kepentingan negara (umum) yang bersumber pada al-Quran dan Sunah.
71
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Telah diketahui di Indonesia, kehalalan suatu produk selama ini ditetapkan 

berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi fatwa MUI yang 

anggotanya terdiri dari para ulama dan mencerminkan perwakilan dari ormas Islam. 

MUI telah berfungsi sebagai institusi yang bukan lembaga Negara yang menetapkan 

berbagai norma hukum. Fatwa halal yang dikeluarkan oleh MUI di tuangkan ke 

dalam sertifikat halal. Lembaga ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat 

Indonesia terkhusus masyarakat Muslim dan juga pelaku usaha juga mengetahui 

tentang sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh MUI.  

Terbukanya banyak warung makan di Kota Parepare sebagai kota yang 

berkembang  terasa penting kehalalan makanan yang ditawarkan, sertifikasi halal 

menjadi hal yang penting untuk dilakukan terlihat dari data yang penulis berikan 

diatas, dengan jumlah penduduk yang mayoritas Muslim serta ekonomi Kota 

Parepare yang 77,98% adalah usaha perdagangan seharusnya sertifikasi halal 

dilakukan oleh para pelaku usaha sebagai jaminan makanan halal yang harus 

mendapatkan perhatian. Pelaku usaha dalam hal ini adalah pemilik warung makan di 

Kota Parepare juga sudah mengetahui tentang adanya sertifikasi halal, dari  informan 

yang peneliti wawancarai semua mengetahui tentang sertifikasi halal. Pengetahuan 

tentang sertifikasi halal di kalangan pemilik warung makan di Kota Parepare hanya 

sebatas “tahu” secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka 

kurang. Pengetahuan yang baik mengenai suatu hal akan mempermudah penerapan 

sesuatu dari ilmu yang dipelajarinya. Sedangkan jika pengetahuan kurang terhadap 

suatu hal maka jelas akan ada kendala dalam pelaksanaannya. Inilah yang terjadi 

dikalangan pemilik warung di Kota Parepare pengetahuan mereka kurang mengenai 

sertifikasi halal sehingga untuk menerapkannya terasa sulit.  
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Untuk mendapatkan sertifikat halal yaitu pelaku usaha harus melakukan 

prosedur-prosedur yang telah di tetapkan. Prosedur tersebut diajukan dan digunakan 

untuk mendapatkan sertifikasi halal, pada kenyataannya pemilik warung yang telah 

penulis wawancarai tidak ada satu pun yang mengetahui tentang prosedur tersebut. 

Itu artinya selain dari pengetahuan yang kurang, kesadaran pemilik warung dalam 

mengajukan sertifikasi halal kurang baik. Karena kesibukan dalam mengurus usaha 

mereka yang membuat para pemilik warung makan lupa, apalagi ketika pengunjung 

mereka ramai serta sibuk memikirkan aspek bisnis warung makan mereka. Dikatakan 

salah satu pemilik Warung Sopongiro beliau siap melakukan sertifikasi halal asal 

tidak mondar-mandir dalam melakukan pengurusan dan langsung didaftarkan untuk 

mendapatkan sertifikat halal.
72

  

Mengajukan sertifikasi halal di Kota Parepare dilakukan di Kantor 

Perdagangan bagian industri kemudian pihak Dinas Perdagangan akan melanjutkan 

dan menfasilitasi ke LPPOM MUI yang telah di tunjuk di wilayah Daerah untuk 

diaudit.  

4.2.1 Syarat melakukan sertifikasi halal melalui Dinas Perdagangan menyiapkan 

berbagai dokumen seperti: 

4.2.1.1 SITU (Surat Izin Tempat Usaha) 

4.2.1.2 SIUP (Surat Izin Usaha) 

4.2.1.3 TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

4.2.1.4 TDI (Tanda Daftar Industri) 

4.2.1.5 Laik Sehat 
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4.2.1.6 TDIRT ( Tanda Daftar Industri Rumah Tangga) .
73

 

Dinas Perdagangan disini hanya memfasilitasi hal-hal yang diperlukan untuk 

memperoleh sertifikasi halal ke LPPOM MUI Daerah, Dinas Perdagangan tidak 

melakukan audit terhadap permohonan yang diajukan oleh pelaku usaha. Banyak hal 

yang menjadi batasan-batasan dalam menentukan kehalalan makanan diantaranya: 

halal dari segi substansi, halal dari segi sifat, halal dari segi tempat, halal dari proses, 

halal instrumen pemrosesannya, halal dalam penyimpanan, halal dalam 

pengangkutannya, halal dalam penyajiannya.
74

     

Sangat disayangkan untuk saat ini di Kota Parepare belum ada warung makan 

yang bersertifikat halal hal ini  diungkapkan oleh informan peneliti dari semua 

pemilik warung makan dengan pertanyaan yang peneliti lakukan dengan kalimat 

“apakah ada warung yang memiliki sertifikasi halal ?” jawaban yang peneliti 

dapatkan bahwa “ tidak ada” kemudian salah satu informan mengungkapkan pemilik 

Warung Syukur yang mengetahui dengan ungkapannya “iya ada tetapi setahu saya 

hanya KFC”. Ibu Susanti selaku pemilik Warung Bakso Kesuma mengatakan hal 

yang sama mengenai sertifikasi halal. 

“Sepengetahuan saya belum ada kalau, kalau kelayakan kesehatan memang  
sudah”.

75
 

Sejalan dengan ungkapan dari para pemilik warung, Ibu Rosmiati selaku 

pegawai Dinas Perdagangan juga memberikan keterangan yang sama tentang 

sertifikasi halal yang ada di Kota Parepare, beliau mengatakan: 
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       “Memang benar di Kota Parepare belum ada yang melakukan sertifikasi halal 
pada warung makannya, yang ada cuma label halal itu pun terhitung jari misalkan 
roti mantau, air minuman gelas, keripik saja”.

76
 

 Pengetahuan serta kesadaran dari pemilik warung di Kota Parepare yang 

masih lemah sehingga penerapan sertifikasi halal warung makan di Kota Parepare 

khususnya pemilik warung  makan tidak berjalan. Kemudian dari data yang penulis 

dapatkan jangankan persoalan tentang sertifikasi halal untuk mengurus Surat Izin 

Usaha saja pemilik warung atau pelaku usaha lainnya banyak yang tidak mendaftakan 

usahanya dengan jelas, padahal administrasi tentang usaha yang dijalankan sangat 

penting karena mendapat kejelasan serta dapat dilindungi jika terjadi suatu hal yang 

tidak diinginkan. Berarti pemilik warung yang ada di Kota Parepare tingkat kesadaran 

dan kepedulian pada persoalan sertifikasi halal sangat kurang, terbukti dengan urusan 

yang sangat penting dalam membuka sebuah usaha saja banyak yang tidak mendaftar. 

Selain sebagai upaya dalam perlindungan konsumen dari berbagai makanan 

yang tidak layak sesuai dengan ajaran Islam, juga memberikan dorongan kompetisi, 

menjadi keunggulan pasar serta meningkatkan daya saing pasar yang 

dipertimbangkan keberadaannya di dunia usaha. Penerapan sertifikasi halal memiliki 

manfaat, tidak hanya bermanfaat untuk pelaku usaha saja namun juga untuk semua 

pihak yang ada didalamnya.  

4.2.2 Diantara manfaat adanya sertifikasi halal yaitu: 

4.2.1.1 Perusahaan memiliki pedoman  dalam menjaga kesinambungan proses produk 

halal. 

4.2.1.2 Menjamin kehalalan produk selama berlakunya sertifikasi halal MUI. 
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4.2.1.3 Memberikan jaminan dan ketentraman batin bagi masyarakat. 

4.2.1.4 Mencegah terjadinya kasus-kasus yang terkait dengan penyimpangan yang 

menyebabkan ketidakhalalan produk terkait dengan sertifikat halal. 

4.2.1.5 Menghindari kasus ketidakhalalan produk bersertifikat halal yang 

menyebabkan kerugian perusahaan. 

4.2.1.6 Meningkatkan kepercayaan konsumen atas kehalalan produk yang 

dikonsumsinya. 

4.2.1.7 Membangun kesadaran internal halal perusahaan untuk bersamasama menjaga 

kesinambungan produksi halal 

4.2.1.8 Reward dari lembaga eksternal (memperoleh dan mempertahankan sertifikat 

halal) dan pengakuan masyarakat (customer satisfaction).
77

 

Sertifikasi halal juga sudah memiliki payung hukum yang sudah jelas yang 

telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 September 2014 yaitu  

Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
78

 Undang-

undang ini memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar 

dan dapat disebut sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal. Jaminan 

produk halal ini mencakup berbagai aspek tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik 

akan tetapi lebih luas dari itu mencakup produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik, 

serta barang yang di gunakan dan dimanfaatkan  oleh masyarakat. Proses produk 

halal (PPH) sebagai rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup 

penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 
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penjualan, dan penyajian produk.79 Namun, Sertifikasi halal pada saat ini bukan 

sebagai suatu kewajiban bagi para pelaku usaha akan tetapi hanya bersifat sukarela. 

Artinya, LPPOM MUI memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang 

mendaftarkan warung makan atau produknya untuk diaudit. Padahal dengan 

melakukan sertifikasi halal akan meningkatkan daya saing dalam kompetensi hasil 

produksi pelaku usaha.    

4.3 Persepsi Pemilik Warung Terhadap Sertifikasi Halal Warung Makan Di 

Kota Parepare 

Pada masa lampau pengelolaan makanan masih sederhana dan juga 

komunikasi konsumen pada produsen masih dapat dilaksanakan secara langsung, 

berbeda dengan sekarang di zaman yang semakin canggih ini, mulai dari smartphone 

canggih, kendaraan canggih, alat elektronik, ataupun pengelolaan pangan menjadi 

sangat kompleks. Kehalalan makanan pada saat ini menjadi pertanyaan besar bagi 

masyarakat selaku konsumen, pelaku usaha juga sebagai produsen pangan dalam 

produksinya harus memenuhi standarisasi yang telah di tetapkan. Sertifikasi halal 

telah menjadi jawaban bagi para pelaku usaha yang ingin bertanggungjawab dalam 

persoalan kehalalan makanan yang dibuatnya.   

Sertifikasi halal sebenarnya sudah memiliki payung hukum yang sudah jelas 

dengan disahkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2104 tentang Jaminan Produk 

Halal. Dalam kehidupan sehari-hari bahkan bermasyarakat kejelasan kehalalan yang 

dikomsumsi bukan hanya dibutuhkan oleh keluarga umat Islam namun juga 

sertifikasi halal sangat dibutuhkan kalangan pengusaha terlebih selaku pelaku usaha. 
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Hal yang kemudian menjadi pertanyaan di benak peneliti dari jawaban-

jawaban melihat fenomena-fenomena yang terlihat dalam sudut pandang penulis, 

persepsi pemilik warung dianggap penting dalam menemukan hasil dari penelitian 

penulis, taggapan dari pemilik warung mengenai sertifikasi halal di Kota Parepare 

dianggap perlu karena pelaku usaha dalam hal ini banyak mengambil keuntungan 

dengan keadaan ini maka dari itu dianggap perlu untuk mengungkap tentang persepsi 

mereka terhadap sertifikasi halal di Kota Parepare dengan melihat dari unsur dan 

faktor-faktor yang menyebabkan pemilik warung mengeluarkan tanggapannya 

terhadap sertifikasi halal. 

Warung makan di Kota Parepare semakin banyak dan merajalela, konsumen 

pun dituntut harus berhati-hati terhadap makanan yang dikomsumsinya apakah sudah 

sesuai dengan standarisasi kehalalan atau belum. Di Kota Parepare tidak semua 

warung pemiliknya beragama muslim namun ada pula yang non-muslim seperti 

halnya warung-warung Cina yang juga ikut membuka usaha makanan. Adanya 

sertifikasi halal ini membuat pelaku usaha tenang dalam usahanya dan konsumen pun 

juga mendapatkan ketenangan dan mendapatkan jawaban dari kewaspadaannya 

terutama konsumen Muslim. 

Maisyaroah juga mengaluarkan persepsinya yang mengatakan: 

      “Bagus, supaya waspada seperti di warung-warung cina wajannya yang dimasak 
siapa tahu tidak halal ki”.

80
 

Karena jika tidak berhati-hati maka konsumenlah yang akan dirugikan. Tidak 

semua warung makan di Kota Parepare memenuhi standarisasi halal karena memang 

penerapan sertifikasi halal tidak berjalan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dari 
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ke 4 pemilik warung yang mengetakan bahwa belum ada pemilik warung yang 

memenuhi standarisasi halal, namun diungkapkan oleh Pemilik Warung Syukur 

megatakan: 

“Ya, itu tergantung dari pemilik warung masing-masing apakah dia sudah 
memenuhi standarisasi kehalalan atau tidak”.

81
 

 Kesadaran para konsumen juga di butuhkan dalam memilih makanan. Seperti 

halnya yang diungkapkan oleh Ibu Yarnis sebagai pengelola yang dipercaya pemilik 

warung Goyang Lidah dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis: 

“Yakan di Parepare tak muslim semua toh, kecuali 100% muslim harus halal 
semua kan kita campur disini, jadi kita kan istilahnya kalau masih ada keragu-
raguan kalau makan di warung cina masih ada keragu-raguan seperti makan di mie 
titi masih ada keragu-raguan, padahal  halal ji banyak orang Islam makan disitu kan 
tergantung manusianya juga ada yang mau makan disitu ada tidak. Jadi tergantung 
orangnya juga”.

82
 

 Kota Parepare yang mayoritas beragama Muslim menjadi alasan jelas 

kebutuhan sertifikasi halal warung makan di kota Parepare. Seharusnya dengan 

mayoritas penduduk Kota Parepare yang beragama Islam, makanan, minuman, dan 

kebutuhan lainnya seharusnya sudah distandarisasi sesuai ajaran hukum Islam, tidak 

hanya mengikuti hukum dagang saja tetapi juga menyelaraskannya dengan ajaran 

Islam. Artinya jika hukum dagang ataupun hukum ekonomi mementingkan komersial 

dan keuntungan semata setidaknya dengan mayoritas penduduk Muslim yang ada di 

Kota Parepare pemilik warung harusnya dalam produksinya sesuai dengan 

standarisasi yang ditetapkan dalam Islam, seperti itulah upaya dalam menyelaraskan 

hukum yang ada.  
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Pelaku Usaha sebagai pemilik warung pun menyetujui akan adanya kebutuhan 

hal tersebut. Seperti halnya pemilik Warung Pariaman Laweh mengungkapkan: 

“Iya dibutuhkan, supaya orang-orang islam bisa tahu apakah itu yang 
ditempatnya kita makan, misalnya seperti orang cina yang menjual apakah halal dia 
jual atau tidak.

83
 

Selain pendapat tersebut pemilik Warung Goyang Lidah 3 juga 

mengungkapkan yang sama tentang kebutuhan sertifikasi halal warung makan di 

Kota Parepare: 

“Sangat perlu, supaya kita tahu warung makan yang halal”.
84

 

Juga di katakan Muh. Faedal selaku Pemilik warung syukur tentang 

kebutuhan sertifikasi halal di Kota Parepare: 

“Iya dibutuhkan, agar konsumen semakin tertarik makan di warung makan yang 
bersertifikasi halal”.

85
 

 Berbeda dengan ungkapan salah satu pemilik warung Sopongiro tentang 

kebutuhan sertifikasi halal di Kota Parepare tidak terlalu dibutuhkan karena sudah ada 

Surat Keterangan dari Dinas Kesehatan tentang olahan makanan yang dibuatnya yang 

sudah memenuhi standarisasi kesehatan, mengatakan: 

“Sebenarnya tidak terlalu juga, tapi ada sebagian yang tidak gunakan surat 
keterangan kesehatan.

86
 

Hal berbeda di ungkapkan oleh Pemilik Warung Lalapan Mas Antok: 

“Tidak perlu lagi, kita kan disini rata-rata muslim, untuk apa lagi tidak mungkin 
kita kasih pelanggan makanan halal wong kita Muslim. Buang-buang biaya terlalu 
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banyak yang mau diurus, sudah ada sudah ada surat kesehatan dari Pemerintah. 
Sehat sama saja halal”.

87
  

Justru dengan adanya sertifikasi halal menjadi sebuah studi kelayakan usaha 

yang dimiliki oleh pemilik warung, karena usaha yang didirikan merupakan usaha 

yang bermanfaat tidak merugikan konsumen. Bagi pemerintah studi kelayakan sangat 

penting untuk mempertimbangkan izin usaha atau penyedia fasilitas 

lainnya.
88

Kebutuhan sertifikasi halal merupakan kejelasan dan kepastian bahwa 

olahan makanan apakah benar-benar halal atau tidak karena dalam penetapan dan 

persoalan kehalalan tidaklah dipandang mudah, dan juga hal tersebut merupakan 

kelayakan makanan yang diaudit oleh LPPOM MUI. Memerlukan kajian 

laboratorium yang mendalam untuk memastikan bahan baku, proses pembuatan, 

media bahkan hingga kemasannya. Ia juga membutuhkan fatwa untuk menentukan 

kehalalan dalam mengkomsumsinya. Semua itu tidak dapat dilakukan dengan ijtihad 

secara individual, melainkan harus melalui sebuah ijtihad kolektif yang menghimpun 

para ulama, ahli teknologi, pangan, ahli kimia serta pakar dari berbagai disiplin ilmu 

lainnya.
89

  

Menjual sesuatu yang haram adalah haram. Memperdagangkan makanan dan 

minuman yang haram dapat menimbulka perbuatan yang maksiat dan mempermudah 

dalam menjalankan kemaksiatan. Sertifikasi hala dibutuhkan sebagai kejelasan pelaku 

usaha dalam menjalankan usahanya agar tidak termasuk kedalam golongan orang 

yang melakukan perbuatan maksiat. Kebutuhan sertifikasi halal juga mendorong 

kepada Pelaku Usaha untuk melakukan sertifikasi halal terkhusus dalam penelitian 
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penulis adalah pemilik warung makan yang ada di Kota Parepare bukan hanya 

sekedar sukarela tetapi dilihat dari segi manfaat untuk semua pihak.  

Direktur LPPOM MUI, Lukmanul Hakim, dalam sambutan sebagai keynote 

speaker dalam Sidang Tahunan World Halal Food Council (WHFC) menandaskan 

bahwa karena ketentuan halal bukan sekedar objek poin-poin yang dianggap 

‘menakutkan’ memberatkan bagi kalangan pengusaha. Tetap seharusnya dapat 

menjadi “Leanding Sector” yang memberi nilai tambah bagi dunia usaha. Karena 

dalam aspek halal terkandung nilai-nilai yang bersifat universal, seperti kualitas 

pagan, keamanan dan kesehatan pangan, yang semua itu dibutuhkan oleh para 

konsumen, bukan hanya kaum Muslimin, melainkan juga oleh umat manusia secara 

umum. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa persoalan kehalalan produk 

pangan belum menjadi perhatian para pelaku usaha.
90

 

 Pelaku Usaha jika ditanyakan apakah akan melakukan sertifikasi halal 

terhadap warung makan yang dimilikinya dari yang penulis dapatkan ada yang 

memang siap karena merasa tidak menjual makanan yang haram dengan berbagai 

alasan yang diungkapkannya. Ibu Yarnis mengatakan:  

“Warung padang jelas siap disini tidak jual babi, disini jual ayam ikan yang halal 
halal”.

91
 

Dengan jawaban yang singkat pemilik warung Goyang Lidah 3 pun ikut 

didalamnya dengan persetujuan yang diungkapkannya “iya sangat setuju”.
92

 

Selanjutnya Mas Prasetyo pun mengungkapkan: 
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“Siap melakukan sertifikasi halal agar asalkan tidak mondar mandir dalam 
pengurusannya”.

93
 

Pemilik Warung Syukur juga mengungkapkan kesiapannya bahkan telah 

diregistrasi oleh Departemen Agama dan menunggu proses selanjutnya. 

Tentang penerapan sertifikasi halal di Kota Parepare, Ibu Susanti 

mengungkapkan: 

“Tidak setuju, karena di Parepare bukan cuma Muslim saja, masyarakat juga 
ada yang non muslim kan, mereka semua dilindungi oleh Undang-undang, hak 
mereka pribadi mengenai agamanya masing-masing”.

94
 

Sertifikasi halal memiliki sejarah yang panjang dalam pembentukannya, 

dengan adanya sertifikasi halal sangat membantu Pemerintah dalam hal menjaga 

produksi pangan bahkan membantu penerapan Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Menjamin keamanan dan kenyamanan dalam mengkomsumsi makanan, 

karena kita tidak tahu apakah dapur mereka sudah benar-benar bersih dan mempunyai 

standar yang di tetapkan oleh Pemerintah ataupun Lembaga sertifikasi halal.  

 Pemilik warung Pariaman Laweh mengungkapkan tentang tidak perlunya 

melakukan sertifikasi halal pada warungnya dengan mengatakan: 

“Tidak perlu karena kita saja yang punya Islam tidak mungkin kita kasih yang 
makan, makanannya ya makanan yang halal kaya cuma ayam ji dan lain-lain”.

95
 

 Padahal makanan halal adalah makanan yang diperbolehkan dalam hukum 

Islam dan memenuhi syarat memenuhi syariat Islam, banyak hal yang menjadi audit 

LPPOM MUI dalam mengeluarkan fatwa halal dalam bentuk sertifikasi halal.  
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4.3.1 Adapun yang menjadi kriteria produk pangan halal menurut syariat Islam 

dari LPPOM MUI adalah:  

4.3.1.1 Halal Zatnya.  

4.3.1.1.1 Semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, sayur-

sayuran, buah-buahan tidak ada yang busuk karena dibeli setiap hari dari 

hasil panen perkebunan sayur dan buah. 

4.3.1.1.2 Bahan baku yang digunakan seperti daging ayam, daging kambing dan 

daging sapi dibeli ditempat yang sudah memiliki sertifikat halal dimana 

hewan tersebut disembelih sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh 

LPPOM-MUI. Bahan-bahan tambahan dan bahan penolong seperti bumbu 

masak dan penyedap rasa harus sudah memiliki label halal  

4.3.1.2 Bahan-bahan yang digunakan dibeli dan diperoleh dengan cara yang halal.  

4.3.1.3 Halal dalam Prosesnya. 

4.3.1.3.1 Proses penyembelihan daging yang dilakukan oleh penjual daging yang 

sudah bersertifikat halal adalah sebagai berikut :  

4.3.1.3.1.1 Penyembelih adalah seorang yang beragama Islam  

4.3.1.3.1.2 Hewan yang disembelih adalah hewan hidup (tidak mati sebelum 

disembelih)  

4.3.1.3.1.3 Peralatan/pisau yang digunakan adalah pisau yang tajam  

4.3.1.3.2 Setelah disembelih, hewan tersebut benar-benar mati dan proses selanjutnya 

darah dari hewan tersebut keluar secara tuntas  

4.3.1.3.3 Semua yang ada dari dapur sampai keluar tidak ada yang diragukan 

kehalalannya menurut LPPOM-MUI. 
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4.3.1.3.4 Air yang digunakan untuk membersihkan bahan adalah air bersih dan 

mengalir  

4.3.1.3.5 Proses pengolahan bahan tidak terganggu hewan seperti tikus, cicak, proses 

produksi tidak berdekatan dengan barang/bahan yang najis haram  

4.3.1.4 Halal Cara Penyimpanannya  

Kebersihan tempat, dapur, gudang dn alat-alat yang digunakan dalm proses 

produksi seperti pisau, tempat pemotong dan lain-lain tidak digunakan dalam proses 

masakan dan bahan-bahan makanan yang haram. Tidak menggunakan bahan-bahan 

haram seperti minyak babi, lemak, arak dan lain-lain. Bahan-bahan yang disimpan 

seperti di dalam lemari dan lemari sudah bersih dari najis. 

4.3.1.5 Halal dalam Pengedaran Penyajiannya 

4.3.1.5.1 Pramusaji dan karyawan serta sarana kerja bersih dari kotoran dan najis 

serta berpakaian rapi dan bersih. 

4.3.1.5.2 Harga makanan jelas ditetapkan tanpa meragukan pembeli  

4.3.1.5.3 Nama menu, semua bahan pokok dan tambahan ditulis didalam menu.  

4.3.2 Kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan 

Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) tentang pengajuan 

sertifikasi halal restoran dan rumah makan adalah sebagai berikut :  

4.3.2.1 Halal Zatnya  

Pada dasarnya semua makanan dan minuman yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan hewan adalah halal kecuali yang beracun 

dan membahayakan kesehatan manusia. Lihat bahan-bahan baku yang 

digunakan,bahan tambahan, bahan penolong, bahan-bahan seperti daging sapi, daging 

kambing dan daging ayam juga harus dibeli ditempat yang sudah ada sertifikat 
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halalnya. Makanan dan minuman yang haram dari binatang, tumbuh-tumbuhan, dan 

hewan adalah sebagai berikut :  

4.3.2.1.1 Binatang  

4.3.2.1.1.1 Babi dan produk turunannya seperti darah, daging, tulang, jeroan, 

usus, kulit, bulu, lemak. Anjing dan produk turunannya air liur, 

daging, tulang, lemak dan bulunya;  

4.3.2.1.1.2 Binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia, seperti kutu, 

lalat, ulat, biawak, dan sejenisnya;  

4.3.2.1.1.3 Binatang yang mempunyai taring termasuk gading seperti harimau, 

gajah, dan sejenisnya;  

4.3.2.1.1.4 Binatang yang mempunyai kuku pencakar yang makan dengan 

menyambar seperti burung elang, burung hantu dan sejenisnya;  

4.3.2.1.1.5 Binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintah untuk 

membunuhnya yaitu kalajengking, tikus, ular dan sejenisnya;  

4.3.2.1.1.6 Binatang-binatang yang oleh agama Islam dilarang mebunuhnya 

seperti semut, lebah, burung Hud-hud, belatuk;  

4.3.2.1.1.7 Setiap binatang yang mempunyai racun dan membahayakan apabila 

memakannya;  

4.3.2.1.1.8 Hewan yang hidup dalam dua jenis alam seperti kodok, penyu dan 

buaya;  

4.3.2.1.1.9 Bangkai yaitu binatang halal dimakan kecuali yang mati tanpa 

disembelih menurut cara Islam kecuali ikan dan belalang;  

4.3.2.1.1.10 Semua darah adalah haram dimakan (kecuali hati an limpa dari 

binatang yang halal);  
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4.3.2.1.2 Tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara 

langsung ataupun melalui proses, semua buah-buahan yang mengandung 

racun atau yang memabukkan haram dimakan;  

4.3.2.1.3 Minuman yang memabukkan seperti arak dan yang dicampur dengan benda-

benda najis, sedikit atau banyak. 

4.3.2.2 Halal cara memperolehnya 

Bahan-bahan yang digunakan dibeli dan diperoleh dari cara yang halal 

4.3.2.3 Halal dalam prosesnya  

4.3.2.3.1 Daging yang berasal dari hewan halal dapat menjadi tidak halal jika 

disembelih tanpa mengikuti aturan syariat Islam, hal-hal yang menjadi titik 

kritis proses penyembelihan adalah sebagai berikut :  

4.3.2.3.1.1 Penyembelih (harus seorang muslim yang taat dan melaksanakan 

syariat Islam sehari-hari)  

4.3.2.3.1.2 Pemingsanan (tidak menyebabkan hewan mati sebelum disembelih)  

4.3.2.3.1.3 Peralatan/pisau (harus tajam)  

4.3.2.3.2 Proses pasca penyembelihan (hewan harus benar-benar mati sebelum proses 

selanjutnya dan darah harus keluar secara tuntas).  

4.3.2.3.2.1 Semua yang ada dari dapur sampai keluar tidak ada yang diragukan 

kehalalannya artinya bahan campuran yang digunakan dalam proses 

produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram atau 

turunannya. 

4.3.2.3.2.2 Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air bersih 

dan mengalir  
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4.3.2.3.2.3 Bagaimana mengolah bahan tersebut, tidak terganggu hewan seperti 

tikus, cicak. Artinya dalam proses produksi tidak tercampuri atau 

berdekatan atau menempel dengan barang atau bahan yang najis atau 

haram  

4.3.2.4 Halal cara penyimpanannya. 

Kebersihan tempat, dapur, gudang, dan alat-alat yang digunakan dalam proses 

produksi seperti pisau, tempat pemotong, dan lain-lain tidak boleh digunakan dalam 

proses masakan dan bahan-bahan makanan yang haram. Tidak boleh mencampur 

bahan-bahan ramuan diantara yang halal dengan yang haram seperti minyak babi, 

lemak, arak dan lain-lain.Kemudian semua bahan yang disimpan hendaklah 

dipisahkan tempatnya dalam setiap keadaaan diantara yang halal dan yang haram 

seperti menggunakan lemari es, dan alat-alat produksi yang digunakan harus bersih 

dari najis. 

4.3.2.5 Halal dalam pengedaran penyajiannya 

4.3.2.5.1 Penyajian di restoran dan rumah makan para karyawan dan sarana kerjanya 

harus bersih dari kotoran dan najis, berpakaian rapi serta bersih  

4.3.2.5.2 Penetapan harga harus jelas agar tidak ada keraguan pada pembeli  

4.3.2.5.3 Nama menu, semua bahan pokok dan tambahan harus ditulis didalam menu, 

ini ditujukan agar semua jelas terlihat tanpa ada hal yang akan merugikan 

pembeli.  

4.3.2.5.4 Restoran dan rumah makan mempunyai auditor akta internal yang akan 

melakukan pengawasan dan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan 

antara lain :  

4.3.2.5.4.1 Pelaksanaan sistem jaminan halal (SJH)  
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4.3.2.5.4.2 Manajemen restoran  

4.3.2.5.4.3 Bahan dan menu  

4.3.2.5.4.4 Fasilitas produksi, penyimpanan dan penyajian  

4.3.2.5.4.5 Pengambilan contoh bahan maupun produk akhir jika diperlukan.
96
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan Uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Penerapan Sertifikasi Halal di Kota Parepare untuk saat ini tidak ada warung 

makan yang memiliki sertifikasi halal. Alasannya adalah pengetahuan pemilik 

warung, serta kesadaran termasuk hal yang penting karena sekarang ini 

penerapan sertifikasi halal oleh LPPOM MUI berdasarkan yang ingin 

mengajukan sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat halal secara sukarela. 

Payung hukum yang ada baru disahkan jadi efektifitas penerapan sertifikasi 

halal di Kota Parepare tidaklah efektif. Selain itu pemilik warung yang terlalu 

sibuk dengan usahanya juga menjadi faktor karena tidak ingin melakukan 

pengurusan yang terlalu memakan waktu, uang dan tenaga. 

5.1.2 Persepsi tentang Sertifikasi Halal pun mereka lontarkan dalam bentuk 

pendapat yang berbeda-beda, kebutuhan sertifikasi halal di Kota Parepare 

dianggap perlu karena penduduk yang mayoritas muslim, adanya keragu-

raguan makan di warung makan cina, serta butuhnya ketenangan dan 

kenyamanan dalam hal mengkomsumsi makanan. Adapula yang merasa 

bahwa tidak perlu melakukan hal tersebut dikarenakan pemiliknya beragama 

Islam, dan tidak mungkin memberikan makanan yang tidak halal kepada 

konsumen. Padahal yang aman belum tentu halal, seperti halnya pemotongan 

ayanm tanpa menyebut nama Allah swt., dagingnya memang aman 

dikomsumsi namun tentu dalam mengkomsumsinya tidak halal.
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5.2 Saran  

Adapun saran penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai pemilik warung 

jangan hanya memikirkan aspek bisnis yang ada dalam usahanya yaitu dengan 

mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam usahanya, namun 

memperhatikan unsur penting tentang status kehalalan hasil produksinya, terlebih 

daerah yang ditempati membuka usaha adalah mayoritas beragama Islam. 

Tanggungjawab pemilik usaha dalam menjalankan usaha untuk kepentingan bersama. 
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DAFTAR PERTANYAAN 

 

1. Apakah anda sebagai pemilik warung mengetahui tentang sertifikasi halal ? 

2. Bagaimana pendapat anda mengenai sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia? 

3. Apakah anda mengetahui tentang prosedur sertifikasi halal? 

4. Bagaimana tanggapan anda mengenai warung makan di kota Parepare! 

Apakah anda sudah merasa warung yang beredar dikota parepare sudah 

memenuhi standarisasi kehalalan? 

5. Menurut anda apakah ada warung makan di kota parepare telah bersertifikat 

halal ? 

6. Menurut anda apakah sertifikasi halal warung makan dibutuhkan di kota 

Parepare ? Kemukakan alasan bapak/ibu. 

7. Kemudian apakah anda akan melakukan proses sertifikasi halal pada warung 

anda? 
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